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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan politik segregasi pendidikan warisan pemerintah kolonial Belanda 

masih cukup dominan sebagai acuan mengelola dan menyelenggaran pendidikan 

nasional.
1
 Kebijakan ini ditandai oleh pemisahan pengelolaan antara institusi-institusi 

                                                           
1
 Kebijakan politik segregasi (pemisahan) diberlakukan oleh pemerintah Belanda kedalam berbagai 

sektor kehidupan masyarakat. Kebijakan ini menjadi pendukung utama implementasi politik pecah belah 

(divide et impera)  yang digunakan kolonial Belanda untuk mengamputasi gerakan-gerakan perlawanan 

masyarakat bumi putra. Dengan politik segregasi, maka masyarakat bumi putra menjadi terkotak-kotak 

(segregatif). Bukan hanya dalam konteks pendidikan, kebijakan politik segregasi juga diterapkan kedalam 

berbagai kebijakan pentingnya, seperti kewarganegaraan, kependudukan, pemukiman, ekonomi dan 

seterusnya. Kebijakan kewarganegaraan segregatif, misalnya, dapat dilihat pada Pasal (4) Algmene 

Bepallingen van Wetgeving (AB) yang mulai berlaku sejak tanggal 30 April 1847. Dalam pasal tersebut 

tegas dipisahkan antara penduduk Belanda dengan bumiputra. Warga negara Hindia Belanda tidak 

diklasifikasi berdasar penduduk asli dan orang asing. Sebaliknya, warga negara adalah ”Nederlander  

yang bertempat tinggal di Hindia Belanda”, baru kemudian ”orang-orang pribumi (landzaten of 

inboorlingen)  di Hindia Belanda”. Koernianto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan 

Keimigrasian Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), 18. Sedangkan kebijakan segregatif 

kependudukan nampak dengan keluarnya kebijakan yang membagi penduduk kedalam tiga klasifikasi 

berdasarkan ras dan etnis, yaitu penduduk Eropa yang didominasi orang Belanda, penduduk Timur Asing 

(Vreemde Ossterlingen)  yang terdiri dari orang-orang Tionghoa, Arab dan India, dan klasifikasi terakhir 

adalah penduduk bumi putra. Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus di Indonesia (Jakarta: 

LP3ES, 2002), 75-76. Untuk memperkuat kebijakan segregatif kependudukan ini, pemerintah Hindia 

Belanda mengeluarkan seperangkat kebijakan yang menguntungkan Eropa dan Timur Asing, namun 

sebaliknya, sangat merugikan penduduk pribumi. Kebijakan-kebijakan dimaksud meliputi; 1) Staatsblad 

Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Pencatatan Sipil Eropa; 2) 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 

130 tentang Reglement Pencatatan Tionghoa; 3) Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pemeliharaan 

Daftar-Daftar Catatan Sipil Bagi Beberapa Golongan Penduduk Indonesia dari Jawa dan Madura Yang 

Tidak Termasuk Rakyat Dari Sesuatu Swapraja; 4) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglement 

Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa; dan 5) Staatsblad Tahun 1898 

Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran. Lies Febrianda, Rekonstruksi Regulasi Pelayanan 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi 

Negara (Disertasi Doktor: Universitas Dipenogeoro Semarang, 2009). Sementara kebijakan pemukiman 

lebih tegas lagi menunjuk pada politik segregasi yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda. 

Kebijakan ini termuat dalam undang-undang kolonial yang disebut dengan “Wijkenstelsel”. Undang-

undang ini membagi pemukiman kedalam tiga kawasan yang terpisah, yaitu pemukiman penduduk Eropa 

(Europeesche Wijk), penduduk Cina (Chinezen Wijk) atau orang Timur asing lainnya (Vreemde 

Oosterlingen), dan bumi putra. Konsekuensinya, penduduk dari etik tertentu yang tinggal dikawasan 

berbeda, misalnya bumiputra di pemukiman Eropa harus pindah ke wilayah yang telah ditentukan. Seperti 

ditegaskan Nasikun, pengelompokan berdasar ras atau etnis ini berimplikasi pada munculnya segregasi 

ekonomi. Pola produksi yang terjadi dalam dunia ekonomi tak urung terbagi berbasis pada ras atau etnik 

pula. Orang-orang Belanda dan Eropa bergerak dibidang perkebunan, masyarakat bumiputra dalam bidang 
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2 

pendidikan Islam dengan institusi-institusi pendidikan umum oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dan Departemen Agama (Depag).
2 

Pemisahan tersebut tidak semata-mata dapat dimaknai sebagai dualisme sistem 

pengelolaan semata, tetapi lebih merupakan artikulasi dari politik segregasi kolonial 

                                                                                                                                                                           

pertanian, dan orang-orang Tionghoa yang memasarkan dan menjadi perantara (broker) antar keduanya. 

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 34.  
2
 Sebenarnya tidak hanya dua departemen (Depdikbud dan Depag) yang menyelenggarakan dan 

mengelola lembaga-lembaga pendidikan di tanah air. Dalam era transisi demokrasi saat ini, misalnya, 

beberapa departemen lain juga mengelola berbagai lembaga pendidikan yang dikemas dengan nama 

pendidikan kedinasan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2010, pendidikan 

kedinasan merupakan “pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau 

lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri (Pasal 1)”. Sejak zaman 

Belanda, pendidikan kedinasan sudah mulai dibentuk yang ditandai oleh berdirinya Sekolah Bahasa Jawa 

dan Melayu pada tanggal 25 Maret 1819 (Ind. Stb. No. 34). Kegiatan pembelajaran pendidikan kedinasan 

ini berlangsung di Sekolah Militer Semarang. Sejak tahun 1820, pendidikan kedinasan ini berada dibawah 

pengawasan jawatan khusus bernama Jawatan Urusan Bumiputra (Afdeling voor Inlansdche Zaken) yang 

secara struktural menjadi bagian dari Sekretariat Negara (Algemeene Secretarie). Parakitri T. Simbolon, 

Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 134. Sesuai dengan namanya, lembaga ini 

lebih fokus pada untuk mendidik para pegawai dan calon pegawai berkebangsaan Belanda dalam 

meningkatkan penguasaannya terhadap bahasa Jawa dan Melayu. Standar keberhasilan siswa sangat 

ditentukan oleh kemampuannya dalam menggunakan dua bahasa tersebut. Konsekuensinya, Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda saat itu (Van der Capellen) membuat kebijakan bahwa, “dalam dua tahun 

bekerja, lulusan sekolah tersebut harus sudah bisa menjalankan tugas tanpa penerjemah”. Dan sesudah itu, 

“semua asisten residen, sekretarisnya, dan opziner atau penilik, harus sudah menguasai bahasa Melayu dan 

Jawa; kalau tidak, gaji mereka akan dikurangi sampai 25 %”. Parakitri, Menjadi Indonesia, 112. 

Penyelenggaraan sekolah-sekolah kedinasan terus berlanjut hingga era transisi demokrasi. Populasi 

sekolah-sekolah kedinasan terus membengkak, dan sekaligus, departemen-departemen pengelola tak 

urung membengkak pula. Jika mengacu pada statistik Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 

2009-2010, jumlah sekolah kedinasan mencapai 43 lembaga. Sedangkan, terdapat 17 Departemen selain 

Depdikbud dan Depag yang mengelola sekolah-sekolah kedinasan tersebut. Depdikbud, Statistik 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010), 126-127. Tidak dinafikan 

bahwa, keberatan stakeholders pendidikan terhadap keberlanjutan penyelenggaraan sekolah-sekolah 

kedinasan yang bergulir hingga saat ini. “Dana Pendidikan Kedinasan Sulit Dialihkan”, Harian Terbit, 15 

September 2003; “Forum Rektor Dukung Pembubaran Pendidikan Tinggi Kedinasan”, Media Indonesia, 5 

Mei 2004; “Masyarakat Diminta Waspada Sekolah Kedinasan”, Suara Pembaharuan, 16 Juli 2004. Dan 

kritik terhadap pelaksanaan lembaga pendidikan kedinasan dalam era orde baru, lihat. H.A.R. Tilaar, 50 

Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan (Jakarta: Jakarta: PT 

Grasindo, 1995), 194-216. Namun, departemen-departemen hanya mengelola sekolah-sekolah kedinasan 

yang memiliki relevansi dengan kebutuhan kompetensi pegawai dilingkungan masing-masing. Hal ini, 

tentu saja, sangat berbeda dengan sekolah-sekolah dilingkungan Depdikbud dan Depag yang keduanya 

mengelola berbagai jenjang dan jenis atau satuan pendidikan. 
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3 

Belanda, meskipun berbasis pada prinsip sparate but equal (terpisah tetapi setara).
3
 

Dampak dari kebijakan segregatif ini adalah terselenggaranya penyelenggaraan 

pendidikan nasional yang diskriminatif. Selain itu, marginalisasi terhadap institusi-

institusi pendidikan Islam tak urung begitu lekat mengiringi sejarah ke-Indonesia-an, 

sejak pendudukan Jepang, era terbentuknya Negara modern Indonesia hingga 

hadirnya era transisi demokrasi paska runtuhnya Orde Baru. Lebih memprihatinkan 

lagi, pemisahan juga menyimpan proyek terselubung ”pemberangusan” atau setidak-

tidaknya, ”penjinakan” terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. 

Secara historis, segregasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan di tanah 

air dapat dirunut sejak pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan 

Pengaturan Kekuasaan Pemerintah Jajahan (Regeringsreglement/RR) tahun 1854. 

Melalui RR ini, pemerintah membentuk beberapa Departemen yang dipimpin oleh 

seorang direktur sebagai bagian dari sistem pemerintahan umum (algeemene 

bestuur) Hindia Belanda. Salah satu departemen yang dibentuk saat itu adalah, 

Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri (Departement vaan Onderwijs, 
                                                           

3
 Prinsip ini mengandaikan bahwa, pemisahan (segregasi) bisa saja diberlakukan selama tetap 

memberikan akses yang setara kepada subjek-subjek yang terpisahkan. Secara historis, prinsip separate 

but equal  pernah diberlakukan sebagai kebijakan khusus pemisahan etnis atau ras kulit hitam (black 

American) dari komunitas kulit putih (white Anglo-Saxon) di Amerika Serikat, termasuk pemisahan dalam 

bidang pendidikan. Lihat: Biro Program Informasi Internasional, Garis Besar Sejarah Amerika Serikat, 

(Jakarta: Biro Program Informasi Internasional-Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2005); Tim 

McNeese, Plessy v. Ferguson, Separate but Equal (United States: Infobase Publishing, 2007); Michael J. 

Klarman, From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and The Struggle for Racial Equality (New 

York: Oxford University, 2005). Namun, prinsip separate but equal justru tidak lagi mendapat tempat, 

termasuk di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Mahkamah 

Agung (MA) Amerika Serikat saat menangani kasus Brown v. Board Education pada tahun 1954 dan 1956 

secara gamblang menyebutkan bahwa, pemisahan (segregasi) yang menyertakan prinsip separate but 

equal tidak ada lagi tempatnya di Amerika dan yang paling penting, tidak konstitusional. Keputusan MA 

secara lengkap dapat dilihat dalam Gale Encyclopedia of American Law, Milestones in the Law Brown to 

Kelo, Vol. 11, ed. Donna Batten et al. (Farmington Hills: Gale-Cengage Learning, 2010); Derrick Bell,  

Silent Covenants: Brown V. Board of Education and the Unfulfilled Hopes for Racial Reform (New York: 

Oxford University Press, 2004). 
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4 

Eeredienst, en Njiverheid).
 
Namun, seiring dengan reorganisasi departemen yang 

diberlakukan pada era awal pemberlakuan politik etis, maka Departemen 

Pendidikan, Agama, dan Industri pada tahun 1911 dirubah menjadi Departemen 

Pendidikan dan Agama (Departement vaan Onderwijs en Eeredienst).
4
 Pada 

awalnya, Departemen ini hanya mengelola, membina, dan  mengawasi sekolah-

sekolah milik pemerintah (Negeri). Namun, sejak paruh akhir tahun 1880-an, 

Departemen ini juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sekolah-sekolah 

partikelir, terutama yang diselenggarakan oleh Zending Kristen maupun Missi 

Katholik.
5
 

Sementara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak diakui sebagai 

bagian dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Perindustrian diurus oleh Kantor 

Urusan Bumiputra (Kantoor voor Inlandsche Zaken) yang merupakan hasil 

reorganisasi dan pelembagaan dari tugas dan tanggung jawab Penasehat Urusan 

Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam (Adviseur voor Oostersche Talen en 

Mohammedaansch Recht).
6
 Berbeda dengan sekolah-sekolah partikelir Zending dan 

                                                           
4
 Parakitri, Menjadi Indonesia, 186; J.S. Furnivall, Netherlands India, A Study of Plural Economy 

(New York: Cambridge University Press, 1967), 219-220. 
5
 Furnivall, Netherlands India, 220. Masuknya sekolah-sekolah partikelir Zending dan Missi 

sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, sama halnya dengan mengakui sekolah-sekolah tersebut 

sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional Hindia-Belanda. Jan Jihar Aritonang, The Encounter of the 

Batak People with Rheinische Missions-Gesellschaft in the Field of Education, 1861-1940, A Historical-

Theological Inquiry (PhD Dissertation: Utrecht University, 2000), 35; Karel A. Steenbrink, Pesantren, 

Madrasah, Sekolah, Pendidikan Dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1994), 1-7; Karel A. Steenbrink, 

Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 159-160; Karel 

S. Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam, Contact and Conflicts, 1596-1950 (Amsterdam: 

Atlanta, GA, 1993), 108-111; Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim 

Indonesia Abad Ke-20 (Bandung: Penerbit Mizan, 2005), 108-110. 
6
 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Jakarta: 

LP3ES, 1996), 99-107; Nourouzzaman Shiddiqi, The Role of the Ulama During the Japanese Occupation 

of Indonesia, 1942-1945 (MA Thesis: McGill University Canada, 1975), 59-60; Alwi Shihab, 
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5 

Missi, terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kantor Urusan Bumiputra tidak 

memiliki tanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan memberikan 

dukungan finansial atau subsidi. Sebaliknya, kantor ini bertanggung jawab penuh 

untuk mengambat laju, memberangus atau setidak-tidaknya, menjinakkan lembaga-

lembaga pendidikan Islam dari kemungkinan munculnya “gunung merapi Islam” 

(Islamic volcano).
7
  

Segregasi kelembagaan penyelenggara pendidikan Islam terus berlanjut, 

seiring dengan pengambil alihan kekuasaan atas Hindia-Belanda oleh militer Jepang. 

Hanya saja, status kelembagaan yang mengelola sekolah-sekolah umum tidak lagi 

berupa departemen, melainkan Biro Pendidikan dan Kebudayaan di Departemen 

                                                                                                                                                                           

Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia (Bandung: 

Mizan Press, 1998), 82-83; Anas Saidi dkk, Menekuk Agama, Membangun Tahta, Kebijakan Agama Orde 

Baru (Jakarta: Yayasan Desantara dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan 

Kebudayaan (PMB-LIPI), 2004), 35-36. 
7
 Latif, Intelegensia, 110. Bagi pemerintah kolonial, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan 

Islam di Hindia-Belanda justru lebih dilihat sebagai ancaman ketimbang potensi untuk membuka akses 

pendidikan bagi penduduk Boemipoetra. Alasannya, sebagian besar tokoh perlawanan ditingkat lokal 

terhadap kekuasaan Belanda justru dimobilisasi dan dipimpin oleh para ulama yang sekaligus sebagai guru 

agama di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dokumen terbaik dan terlengkap tentang laporan-laporan 

mengenahi perlawanan guru-guru agama dapat dilihat dalam, Arsip Nasional Republik Indonesia, 

Laporan-Laporan Gerakan Protes di Jawa Pada Abad Ke-20 (Jakarta: Arsip Nasional Republik 

Indonesia-Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah, 1981); Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 

1888, Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenahi Gerakan Sosial di 

Indonesia (Bandung: Pustaka Jaya, 1984). Tidak hanya perlawanan ditingkat lokal, gerakan perlawanan 

elit pribumi berskala luas dalam Perang Aceh (1873-1903), Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1838), 

dan Perang Diponegoro (1825-1830) juga menempatkan guru-guru agama yang sekaligus ulama setempat 

menjadi pemimpin gerakan. Salah satu kasus yang sangat menarik perhatian adalah peran guru agama atau 

ulama dalam Perang Diponegoro. Sebagaimana diadaptasi oleh Steenbrink, Peter Carey menyebutkan 

bahwa, terdapat banyak ulama yang juga sebagai guru agama terlibat aktif dalam perang tersebut. Padahal, 

saat itu hubungan antara penguasa kraton dengan santri kurang begitu baik, akibat pembunuhan masal 

yang dilakukan oleh Amangkurat I terhadap sekitar 5.000-6.000 ulama dan santri di alun-alun Pleret. 

Steenbrikn, Beberapa Aspek, 30; Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan 

Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Vol, 1 (Bandung: 

Salamadani Pustaka Semesta, 2010), 205. 
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6 

Dalam Negeri (Naimubu-Bunkyoku).
8
 Konsekuensinya, seluruh urusan yang terkait 

dengan lembaga-lembaga pendidikan umum (sekuler) milik pemerintah (Negeri) 

dibawah tanggung jawab langsung Departemen Dalam Negeri (Naimubu).
9
 Kecuali, 

sekolah-sekolah umum (sekuler) partikelir menjadi otoritas sepenuhnya Pemerintah 

Kabupaten dan Gunseikan.
10

  

Dilain pihak, Kantor Urusan Bumiputra yang dalam era kolonial Belanda 

berstatus lebih rendah dari Departemen dinaikkan menjadi Departemen mandiri pada 

era pendudukan Jepang dengan nama Departemen Urusan Keagamaan (Shumubu).
11

 

Meskipun bidang pendidikan Islam tidak dinyatakan secara tegas sebagai bagian atau 

seksi-seksi dari Shumubu, namun bidang tersebut tetap menjadi perhatian utama 

departemen.
12

 Hal ini ditandai dengan ditempatkannya elit-elit ulama di Jawa yang 

                                                           
8
 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Vol.  VI 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 1993), 13. 
9
 Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam 

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Vol, 2 (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), 

28. 
10

 Pengecualian terhadap sekolah-sekolah partikelir yang dikelola Zending, Missi, maupun aktifis 

pergerakan nasional. Untuk jenjang pendidikan dasar, sekolah-sekolah partikelir dibawah kewenangan 

para bupati (Kencho) yang bertanggung jawab kepada dan selanjutnya secara vertikal bertanggung jawab 

kepada Shuchokan (Residen) hingga Departemen Dalam Negeri. Sementara, pada jenis sekolah dagang 

langsung dibawah kewenangan dan tanggung jawab Gunsekian. Baik Kencho maupun Gunseikan 

memiliki otoritas sepenuhnya untuk “memveto kurikulum dan dapat memecat tenaga pengajar”. Kepada 

keduanya, “perinciannya, termasuk anggaran tahunan dan pembukuan, haruslah diserahkan oleh kepala-

kepala sekolah swasta”. Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia Pada Masa 

Pendudukan Jepang (Bandung: Pustaka Jaya, 1985), 164. 
11

 Suryanegara, Api Sejarah, Vol. 2, 28.  
12

 Terdapat empat seksi atau bidang garapan yang secara eksplisit menjadi kewenangan dan 

tanggung jawab Departemen Urusan Keagamaan. Seksi-seksi dimaksud meliputi; 1) Seksi Urusan Umum 

dan Kristen; 2) Seksi Managemen dan Islam; 3) Seksi Kontrol dan Bimbingan Organisasi Keagamaan 

serta Penelitian; dan 4) Seksi Propaganda, Latihan, dan Penerbitan. Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan 

Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945 (Jakarta: Yayasan Karti Sarana 

dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1983), 284; Shiddiqi, The Role of the Ulama, 66. 
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7 

juga sekaligus pengelola lembaga pendidikan Islam (pesantren) besar dan ternama 

sebagai pucuk pimpinan Shumubu.
13

 

Paska terbentuknya Negara modern Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

segregasi pengelolaan pendidikan tetap saja dipertahankan. Segregasi mulai 

menampakkan bentuknya, ketika Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 

(PPK) pada tahun 1946 membentuk ”Panitia Penyelidik Pendidikan dan 

Pengajaran” yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dengan tugas khusus 

merumuskan Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional di 
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 Keterlibatan penuh elit-elit ulama Jawa yang sekaligus pengelola lembaga-lembaga pendidikan 

besar dan ternama mengemuka paska Hasyim Asy‟ari menggantikan Hossein Djajadiningrat pada 1 

Agustus 1944 sebagai Direktur Shumubu (Shumubu-co). Lathiful Khuluq, Kyai Hasyim Asy’ari’s 

Religious Political Thought and Political Activities (MA Thesis: Institute of Islamic Studies-McGill 

University Montreal Canada, 1997), 93; Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol, 282; Suyanegara, Api Islam, 

Vol. 2, 33. Nama lain yang tak kalah pentingnya adalah KH Wahid Hasjim, seorang putra Hasyim Asy‟ari 

yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Shumubu. Achmad Zaini, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: 

His Contribution to Educational Reform and to Indonesian Nationalism During the Twentieth Century 

(MA Thesis: Institute of Islamic Studies-McGill University Montreal Canada, 1998), 94; Achmad Zaini, 

“Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan”, dalam 

Pranata Islam Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan, ed. Dody S. Taruna dan 

Ismatu Rofi (Jakarta: Penerbit Logos, 2002), 322; Benda, Bulan Sabit, 202. Dalam komposisi jabatan di 

Departemen Urusan Keagamaan (Shumubu) terdapat pula Haji Abdoel Kahar Moezakkir, seorang yang 

pernah lama menjadi pendidik dan pemimpin Muhammadiyah dari Yogjakarta. Demikian pula, seksi-seksi 

dalam Shumubu juga diserahkan kepada intelektual dan ulama Islam yang memiliki perhatian mendalam 

terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Seksi Managemen dan Islam, misalnya, diserahkan kepada 

KH Moehammad Adnan yang sebelumnya menjabat sebagai Mahkamah Islam Tinggi (Kaikyo Koto 

Hoin), dan Seksi Propaganda, Latihan dan Penerbitan Berkala dijabat oleh KH Imam Zarkasyi, ulama 

pendiri dan pengasuh pesantren modern Gontor (Ponorogo). Sementara dua seksi lainnya dijabat oleh 

orang Jepang, yakni Mizushima yang menduduki jabatan sebagai Kepala seksi Urusan Umum dan Kristen, 

dan Seksi Kontrol dan Bimbingan Organisasi Keagamaan serta Penelitian diampu oleh Kurasawa, 

Mobilisasi dan Kontrol,  283-284. Bandingkan dengan laporan pemberian media saat itu, terutama sejak 

pemberhentikan Hossein Djajadiningrat hingga sambutan komunitas muslim atas perubahan komposisi 

jabatan di Shumubu. “Pengumuman Pemerintah: Tentang Perubahan Soesoenan Kantor Oeroesan 

Agama”, Tjahaja, 02 Agustus, 1944; “Pengangkatan Shuumubu-cho dan Pegawai-Pegawai Dibawahnja”, 

Asia Raya, 01 Agustus 1944; “Pengangkatan Shuumubu-cho dan Pegawai-Pegawai Dibawahnja”, Tjahaja, 

02 Agustus 1944; “Pelantikan Shuumubu Cho dan Shuumubu Sanyo”, Sinar Baroe, 11 Agustus 1944; 

“Pelantikan Shuumubu Cho dan Shuumubu Sanyo”, Soeara Asia, 11 Agustus 1944; “Pelantikan 

Shuumubu Cho dan Shuumubu Sanyo”, Tjahaja, 11 Agustus 1944. 
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Indonesia.
14

 Hasil kerja panitia ini secara ekplisit menghadirkan keengganan untuk 

menyatukan pengelolaan seluruh lembaga pendidikan, termasuk lembaga-lembaga 
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 Sebelum Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran terbentuk, usaha untuk merumuskan 

sistem pendidikan nasional pada dasarnya sudah pernah dilakukan pada era akhir pemerintahan kolonial 

Belanda, tepatnya pada tahun 1935. Melalui prakarsa Taman Siswa, dibentuk panitia khusus dengan 

mandat mengadakan ”Kongres Pendidikan Nasional”. Kongres pertama berhasil dilaksanakan di Surakarta 

pada tahun 1935 yang dipimpin oleh K.R.M Wurjaningrat dan S. Brajanegara sebagai Sekretaris. Selain 

itu, terdapat nama-nama lain yang juga terlibat dalam kepanitiaan, seperti Sutopo Wonobojo yang 

merupakan perwakilan dari Taman Siswa, Djojomartono (Muhammadiyah), Padmowirojo (PGB), 

Sumadisastro (Trijoso), dan Teguh (P.B.C). Sutedjo Brajanegara, Sedjarah Pendidikan Indonesia 

(Yogjakarta: Badan Kongres Pendidikan Nasional, 1956), 94. Secara khusus, kongres memiliki tiga tujuan 

utama. Pertama, menggalang kerjasama antar organisasi atau badan yang bergerak dibidang pendidikan. 

Kedua, menghasilkan rumusan mengenahi desain sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Ketiga, 

membangun kesepakatan tentang sistem persekolahan dan kurikulumnya. Brajanegara, Sedjarah 

Pendidikan, 94. Namun, karena situasi yang tidak menentu, tiga agenda penting diatas tidak berhasil 

diselesaikan hingga masa kemerdekaan. Ketika situasi kembali memungkinkan, maka pada tahun 1946 

dibentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dan 

Soegardo sebagai Sekretarisnya. Secara garis besar, panitia ini bertanggung jawab ”untuk meninjau 

kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan/pengajaran”. Kongres berhasil 

menyelesaikan tugas-tugasnya dalam waktu singkat, namun tidak sampai terlaporkan kepada Menteri 

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan akibat agresi militer Belanda. I. Jumhur dan Danasaputra, 

Sejarah Pendidikan (Bandung: CV Ilmu, 1959), 202; Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan (Semarang: CV 

Toha Putra, 1975), 61. Usaha untuk merumuskan formulasi sistem pendidikan nasional terus dilakukan 

dengan diadakannya ”Kongres Pendidikan Indonesia” pada tanggal 4-7 Maret 1947 di Solo. Kongres ini 

dipimpin oleh Sunarya Kalapaking. Seperti halnya pertemuan-pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, 

kongres ini memiliki agenda ”meninjau kembali berbagai masalah pendidikan/pengajaran”. Jumhur dan 

Danasaputra, Sejarah Pendidikan, 202; Ahmadi, Sejarah Pendidikan, 61. Hasil-hasil yang telah dicapai 

dalam berbagai pertemuan sebelumnya digodok kembali oleh ”Panitia Pembentukan Rencana Undang-

Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran” pada tahun 1948. Sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran 

dan Kebudayaan yang baru menggantikan Suwandi, Mr. Ali Sastraamidjaja memiliki keinginan agar 

keseluruhan hasil yang telah dicapai dalam berbagai pertemuan sebelumnya dibakukan menjadi Undang-

Undang (UU). Panitia yang baru dibentuk secara khusus bertanggung jawab merumuskan ”rancangan UU 

tentang pokok pendidikan dan pengajaran yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk 

menyelenggarakan sekolah-sekolah”. Jumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan, 202-203; Ahmadi, 

Sejarah Pendidikan, 61; Bradjanegara, Sejarah Pendidikan, 167. Namun, hasil panitia perumus UU 

ternyata masih dirasakan belum mampu menjawab seluruh persoalan pendidikan yang muncul saat itu. 

Atas dasar itu, Menteri Pendidikan (Ki S. Mangunsarkoro) kembali membentuk panitia khusus yang 

dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dan S. Brajanegara sebagai Sekretarisnya. Melalui panitia ini, maka 

diadakanlah Kongres Pendidikan di Yogjakarta pada 20-24 Juli 1949. Secara khusus, kongres ini bertugas 

untuk menyempurnakan draf UU tentang sistem pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jumhur 

dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan, 203; Ahmadi, Sejarah Pendidikan, 61; Bradjanegara, Sejarah 

Pendidikan, 167. Hasil kongres di Yogjakarta diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nastional 

Indonesia Pusat (BPKNIP), namun sulit untuk disyahkan akibat agresi militer Belanda II. Draf UU baru 

berhasil diserahkan oleh Mangunsarkoro (Menteri Pendidikan yang menggantikan Ali Sastraamidjaja) 

kepada BPKNIP pada tahun 1949 dan akhirnya disyahkan menjadi UU Negara Bagian RIS No. 4 Tahun 

1950 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Bradjanegara, Sejarah Pendidikan, 167. 
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pendidikan Islam kedalam Departemen Pendidikan.
15

 Tidak dimasukkannya 

madrasah dan sekolah-sekolah Islam dalam Undang-Undang (UU) tentang Pokok 

Pengajaran dan Pendidikan tahun 1950 menjadi petunjuk penting keengganan 

tersebut.
16

 

Lembaga-lembaga pendidikan umum (sekuler) dengan berbagai jenisnya 

menjadi tanggung jawab dan berada dibawah naungan Departemen Pendidikan, 

Pengajaran, dan Kebudayaan. Dalam UU No. 4 Tahun 1950 dinyatakan, lembaga-

lembaga pendidikan dimaksud termasuk sekolah-sekolah Negeri yang didirikan oleh 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 

dari Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Termasuk pula, kursus-

kursus maupun sekolah-sekolah kepolisian menjadi kewenangan dan tanggung jawab 

Kementrian Pendidikan. Demikian pula, sekolah-sekolah partikelir (swasta) yang 

                                                           
15

 Sebagian besar yang terlibat dalam panitia penyelidikan adalah berlatar belakang nasionalis dan 

berlatar belakang kejawaan yang kuat. Hal ini, salah satunya, ditunjukkan oleh Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Pengajaran tertanggal 29 Mei 1946, berisikan daftar nama-nama yang ditunjuk sebagai 

anggota panitia penyelidik mendamping Ki Hadjar Dewantara. Dari 52 yang ada, hanya terdapat lima 

nama dari kalangan Islam, termasuk H. Rasjidi yang saat itu mewakili KH Imam Zarkasyi. “Pembitjaraan 

Soal Pendidikan: Panitia Penjelidikan Pendidikan Terbentoek”, Tjahaja, 18 April 1945; “Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, No. 204 Bhg.Oemoem”, dalam Berita Republik 

Indonesia, 15 April 1946; “Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, No. 60 

Bhg.Oemoem”, dalam Berita Republik Indonesia, 01 Juli 1946. Masih harus ditelusuri lebih mendalam 

tentang kemungkinan-kemungkinan kesenjangan komposisi antara kelompok nasionalis-Jawa dan Islam 

menjadi faktor penentu menguatnya keengganan untuk memasukkan lembaga-lembaga pendidikan Islam 

sebagai bagian dari Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. 
16

 Dalam UU pertama yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, keberadaan lembaga 

pendidikan Islam sama sekali tidak disebut dalam substansi perundang-undangan. Pendidikan Agama 

termasuk didalamnya pendidikan Islam memang menjadi bagian dari substansi UU, namun bukan 

dipahami sebagai kelembagaan, melainkan mata pelajaran semata. Untuk mendapatkan naskah lengkap 

UU No. 4 Tahun 1950 dapat dilihat dalam Jumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan,  257-263; 

Bradjanegara, Sejarah Pendidikan, 168-175. 
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didirikan oleh perseorangan maupun badan-badan partikelir juga berada dibawah 

naungan Kementrian tersebut.
17

 

Sebaliknya, madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Islam menjadi 

kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya Kementrian Agama (Depag).
18

 

Kementrian ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab membina, memelihara, 

dan termasuk didalamnya memberikan dukungan terlaksananya pendidikan agama di 

sekolah-sekolah Negeri (public schools). Selain itu, pemenuhan terhadap guru-guru 

agama (Islam) di sekolah-sekolah juga menjadi bagian dari Depag, termasuk pula 

mengawasi keberadaan keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan Islam di tanah 

air.
19

 

                                                           
17

 Jenis-jenis sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan 

Kebudayaan dideskripsikan secara mendalam oleh dokumen-dokumen resmi mengenahi laporan 

pendidikan milik pemerintah yang dikeluarkan oleh departemen tersebut. Depdikbud, Pendidikan di 

Indonesia Dari Jaman ke Jaman (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), 142-214; 

Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), 71-146. Untuk sumber-sumber pendukung tentang sekolah-sekolah 

yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dapat dilihat dalam; 

Jumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan,  209-222; Bradjanegara, Sejarah Pendidikan, 94-167; 

Achmadi, Sejarah Pendidikan, 62-68. 
18

 Sampai saat ini, sejarah pembentukan masih berselimut kontroversi hingga saat ini. Kontroversi, 

terutama, berkenaan dengan apakah Departemen Agama merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga 

pemerintah yang telah ada sejak era kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang, atau sebaliknya, 

departemen ini sama sekali baru adanya. Demikian pula, sejak kapan departemen ini mendapatkan 

keabsahan sebagai bagian dari departemen dalam sistem pemerintahan di tanah air juga masih menyisakan 

perdebatan. Dan yang lebih penting, motif yang melatari pendirian Departemen Agama juga masih 

menimbulkan ragam pendapat, apakah sebagai bagian dari upaya Sahrir untuk mendapatkan dukungan 

dari kalangan umat Islam, atau merupakan konsesi politik atas penerimaan elit Islam terhadap tidak 

masuknya Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Steenbrink, Pesantren, Sekolah, Madrasah, 462-463; 

Azyumardi Azra, “H.M. Rasjidi, BA: Pembentukan Kementrian Agama dalam Revolusi”, dalam Menteri-

Menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik, ed. Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Jakarta: INIS Jakarta-

PPIM UIN Syarif Hidayatullah-Litbang Departemen Agama, 1998), 1-34; Deliar Noer, Partai-Partai 

Islam di Pentas Nasional, 1945-1965 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), 338-341; Hadji Abu Bakar, 

Sedjarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum 

K.H.A Wahid Hasjim, 1957), 594-670. 
19

 Muhammad Zuhdi, Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective 

on Indonesian Islamic School Curricula, (PhD Thesis: Montreal-Institute of Islamic Studies-McGill 

University, 2006), 42-43. 
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Sebenarnya, pemerintah Orde Lama pernah merencanakan untuk 

mengintegrasikan pengelolaan seluruh madrasah-madrasah kedalam Departemen 

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Hanya saja, upaya pemerintah ditolak 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MRS). Dalam konteks ini, 

Steenbrink menggambarkan, 

”Dalam Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1969), yang 

diserahkan kepada MPRS dinyatakan, bahwa madrasah (yang juga memuat 

mata pelajaran umum) akan berkembang mengikuti tipe sekolah umum dan 

akhirnya akan masuk wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menurut konsep ini, tugas Departemen Agama akhirnya akan terbatas pada 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan Departemen Agama saja. Dengan 

begitu posisi istimewa Departemen Agama akan ditiadakan. Menurut rencana 

ini, tugas pendidikan agama akan dibatasi, sebagaimana juga departemen lain 

di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah pendidikan guru 

dan IKIP pada masa mendatang harus sudah memuat mata pelajaran cukup, 

sehingga tidak akan diperlukan lagi suatu lembaga Pendidikan Guru Agama 

tersendiri. Oleh karena itu, untuk masa peralihan, madrasah harus sudah 

dibimbing secara lebih intensif oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, sehingga tujuan integrasi dalam sekolah akan tercapai. Tetapi, 

MPRS sendiri, pada tahun 1960 dan kemudian tahun 1963, menetapkan 

bahwa madrasah akan tetap berada di bawah Departemen Agama”.
20

  

 

Sampai dengan hadirnya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, 

segregasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan di tanah air tetap saja 

mengemuka.  Sekolah-sekolah umum dengan berbagai jenis dan tingkatannya tetap 

berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Depdikbud). Mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 45 

                                                           
20

 Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, 99. Mengacu pada data Steenbrink, penolakan MPRS 

terlihat jelas dalam Resolusi Madjelis Permusyawaratan Rakyat No. 1/RES/MPRS 1963, Bagian A, I, 3 

yang memutuskan “madrasah-madrasah hendaknya tetap berdiri dibawah naungan Departemen Agama”. 

Penegasan yang sama juga ditemukan dalam Ketetapan MPRS tahun 1960 bahwa, “madrasah hendaknya 

berdiri sendiri sebagai badan otonom dibawah Departemen Agama dan bukan dibawah pengawasan 

Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K)”. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, 

Sekolah, 99-100. 
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Tahun 1974 dan Surat Keputusan (SK) Menteri P dan K No. 002/20 Tahun 1975, 

lembaga-lembaga pendidikan umum, berdasarkan jenis atau satuannya, dikelola oleh 

masing-masing organisasi secara otonom.
21

 

Pada saat yang sama, lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam berbagai 

jenjang dan satuannya dibawah pengelolaan Departemen Agama (Depag). Berbeda 

dengan Depdikbud yang memiliki fokus pada lebih mendalam terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, Depag hanya menempatkan lembaga pendidikan Islam 

sebagai bagian dari satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

(Dirjen Bimas Islam), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama (Balitbang) 

Depag.
22

 

                                                           
21

 Untuk pengelolaan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan berbagai jenis dan satuannya 

dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat ini memiliki satuan-

satuan organisasi dengan kewenangan dan tanggung jawab berbeda-beda, meliputi; 1) Sekretariat 

Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Pendidikan Dasar; 3) Direktorat Pendidikan Menengah Umum; 

4)Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan; 5) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis; dan 6) 

Direktorat Sarana Pendidikan. Sementara pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi umum dibawah 

koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang terbagi menjadi lima sub-organisasi yang 

meliputi; 1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Pembinaan Sarana Akademis; 3) Direktorat 

Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Direktorat Pendidikan Tinggi Swasta; dan 

5) Direktorat Kemahasiswaan. Sedangkan untuk pengelolaan pendidikan luar sekolah dan olah raga 

dibawah kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga 

yang dibagi lagi menjadi; 1) Sekretariat Jenderal Direktorat; 2) Direktorat Pendidikan Masyarakat; 3) 

Direktorat Keolahragaan; 4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda; dan 5) Direktorat Pendidikan Tenaga 

Teknis. Jumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan,232-234; Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, 

Managemen Pendidikan (Yogjakarta: Aditya Media dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogjakarta, 2008), 24-25. 
22

 Mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 18/1975, pendidikan agama Islam 

menjadi tanggung jawab Direktorat Pendidikan Agama Islam yang dalam prakteknya didesentralisasikan 

kepada Unit Pelaksana Pendidikan Agama pada Direktorat Pendidikan Agama Islam. Sedangkan untuk 

pengelolaan jenjang pendidikan tinggi Islam ditangani oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 

dan dalam pelaksanaanya diserahkan kepada Unit Pelaksana Pendidikan Agama pada Direktorat 

Perguruan Tinggi Agama Islam. Kedua direktorat tersebut secara struktural dibawah Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam. Sementara pendidikan Islam yang menjadi bagian dari urusan Balitbang 

lebih terkait dengan pengkajian dan upaya penyelesaian terhadap problem-problem kelembagaan 

pendidikan Islam yang berada dibawah naungan Depag. Jumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan, 

242. 
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Runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan digantikan rezim transisi demokrasi 

tidak serta merta menghilangkan segregasi pengelolaan lembaga-lembaga 

pendidikan di tanah air. Sebaliknya, segregasi tetap terjaga sustainabilitasnya dengan 

dukungan penuh seperangkat kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara. Salah satu 

kebijakan yang relatif baru dan berdampak pada kelanggengan (kontinuitas) 

segregasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan adalah Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 

47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara.
23

 

Berdasarkan kebijakan tersebut, lembaga-lembaga pendidikan di tanah air di era 

transisi demokrasi, secara garis besar masih dikelola oleh dua Kementrian atau 

Departemen berbeda, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) 

dan Departemen Agama (Depag). Depdibud berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan umum dari berbagai jenjang dan satuan atau 

jenisnya.
24

 Sementara pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan perguruan 

                                                           
23

 Perpres  No. 77 Tahun 2011 lebih berkaitan dengan kelembagaan Departemen (Kementrian) 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan tidak memiliki kaitan substansial dengan keberadaan Departemen 

(Kementrian) Agama. Kaitannya dengan Depdiknas, karena Perpres tersebut mereorganisasi Kemendiknas 

menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan nama Kementrian Agama 

sebagaimana yang tertuang dalam No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian 

Negara tidak mengalami perubahan. 
24

 Perpres No. 44 dan Perpres No. 77 memang tidak secara eksplisit menyebut adanya segregasi 

pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam. Namun, Perpres No. 77 dijadikan sebagai acuan 

konstitusional bagi masing-masing kementrian untuk membuat kebijakan teknis tentang Organisasi dan 

tata kerja, baik di lingkungan Kemendikbud maupun Kemenag. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 

teknis berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Depag menerbitkan 

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian 

Agama. Dalam Permendibud ditegaskan, pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan berada dibawah 

kewenangan dan tanggung jawab beberapa direktorat jenderal, badan, kantor pusat, dan staf ahli. 

Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di Depdiknas meliputi; 1) 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; 2) Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar; 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; dan 4) Direktorat Jenderal Pendidikan 
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tinggi bercirikan agama (Islam) di tanah air menjadi kewenangan dan tanggung 

jawab Depag.
25

 

Paparan sebelumnya memberikan petunjuk penting bahwa, kebijakan 

segregasi pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam tidaklah hadir secara tiba-tiba 

dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) di tanah air. Sebaliknya, segregasi 

merupakan warisan kolonial Belanda yang masih secara kukuh dipertahankan oleh 

Negara, meskipun pada saat ini, Indonesia telah menjadi negara yang memiliki 

kedaulatan sepenuhnya. Termasuk, tentu saja, kebebasan penuh merumuskan arah 

dan sistem pendidikan nasional yang berbasis kuat pada nilai kesetaraan dan 

kesederajatan. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Sulit untuk membantah bahwa,  segregasi pengelolaan institusi-institusi 

pendidikan yang masih dijalankan hingga saat ini telah berdampak pada tidak 

terjaminnya kesetaraan akses yang diterima oleh insitusi-institusi pendidikan Islam.
 

Hanya saja, derajat ketidak setaraan antar kedua katagori institusi pendidikan (Islam 

dan umum) berbeda bobotnya dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. 

                                                                                                                                                                           

Tinggi. Sedangkan badan yang berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan pendidikan adalah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 

Selain itu, diinternal Depdikbud, terdapat dua kantor pusat yang menangani bidang pendidikan, yaitu 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan. Sementara staf ahli yang terkait dengan pendidikan meliputi; 1) Staf Ahli Bidang Sosial dan 

Ekonomi Pendidikan; 2) Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan 3) Staf Ahli Bidang Budaya 

dan Psikologi Pendidikan.  
25

 Dalam (PMA) No. 10 Tahun 2010 dinyatakan bidang pendidikan dibawah kewenangan dan 

tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal ini memiliki struktur organisasi 

yang terdiri dari satu sekretariat dan empat direktorat. Sekretariat yang dimaksud adalah, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sedangkan direktorat yang ada meliputi; 1) Direktorat Pendidikan 

Madrasah; 2) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; 3) Direktorat Pendidikan Agama 

Islam; dan 4) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.  
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Institusi pendidikan Islam di era transisi demokrasi, misalnya, jauh lebih 

mendapatkan akses pemenuhan hak dari Negara ketimbang pada masa pemerintahan 

sebelumnya, baik era kolonial Belanda, orde lama, dan orde baru. 

Untuk mempertahankan segregasi diatas, Negara membakukan berbagai 

kebijakan yang mengikat kepada seluruh penyelenggara pendidikan ditingkat 

sekolah. Pemerintah kolonial Belanda, misalnya, mengeluarkan berbagai kebijakan 

untuk melanggengkan praktek-praktek segregasi dalam dunia pendidikan. Pendirian 

Departemen Pendidikan, Agama dan Industri, dan pembentukan Kantor Urusan 

Bumiputra dapat disebut sebagai kebijakan yang jelas-jelas bias segregasi. 

Penelusuran secara mendalam terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan 

segregatif, dengan demikian, menjadi kebutuhan utama. Konsentrasi kajian, terutama 

diarahkan pada dampak-dampak dari pemberlakuan kebijakan pendidikan segregatif 

yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh pemerintahan. Hanya saja, 

penelusuran difokuskan pada kebijakan-kebijakan kelembagaan pendidikan Islam 

yang pernah diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penelusuran pada era 

kolonial didasarkan atas pertimbangan bahwa, kebijakan segregatif yang 

mengemuka paska terbentuknya Negara modern Indonesia, baik di era Orde Lama, 

Orde Baru, dan Orde Transisi Demokrasi berakar dari pola pengelolaan kelembagaan 

pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Sayangnya, akar permasalahan ini nyaris 

tidak pernah tersentuh oleh kajian-kajian akademik secara serius.  

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

16 

C. Rumusan Masalah 

Dari paparan diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah perspektif konseptual politik segregasi dan kebijakan 

kelembagaan pendidikan Islam? 

2. Bagaimanakah bentuk kebijakan segregatif bidang kelembagaan pendidikan 

Islam di era Kolonial Belanda? 

3. Bagaimanakah dampak kebijakan segregatif bidang kelembagan pendidikan 

Islam paska era Kolonial Belanda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dengan fokus masalah-masalah sebagaimana disebut 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan perspektif konseptual yang komprehensif mengenahi politik 

segregasi dan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam? 

2. Mendapatkan gambaran utuh tentang  bentuk kebijakan segregatif terhadap 

kelembagaan pendidikan Islam. 

3. Memperoleh pemahaman mendalam tentang dampak kebijakan segregatif bidang 

kelembagan pendidikan Islam di era kolonial Belanda? 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Selain beberapa tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 
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1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya akademik 

yang dapat melengkapi kekurangan literatur yang mengurai sejarah sosial dan 

politik kebijakan pendidikan dalam era kolonial Belanda.  

2. Secara praksis, data-data yang berhasil dikumpulkan dan dikodifikasi dalam 

penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pihak (stakeholders) untuk 

merumuskan kebijakan pengelolaan institusi pendidikan Islam di tanah air yang 

lebih mengedepankan kesetaraan akses dan pemenuhan hak sama dihadapan 

institusi pendidikan umum. 

 

F.  Kerangka Teoritik 

1.  Struktur Fungsional Taraf Menengah dan Pola Berperilaku 

Dalam madzhab struktural fungsional taraf menengah (middle range 

theory)
26

 yang dikenal luas sebagai bagian dari sosiologi paradigma fakta sosial, 

                                                           
26

 Struktural fungsional taraf menengah mulai mendapat tempat, sejak diperkenalkan oleh Robert 

K. Merton. Meskipun merupakan bagian dari struktural fungsional, gagasan Merton sangat berbeda 

dengan konstruksi teoritis yang ditawarkan pendahulunya, yaitu Talcott Parsons. Sungguh pun demikian, 

ia masih dianggap dan menjadi bagian dari struktural fungsional, karena kajian-kajian yang dilakukannya 

tetap memberi penekanan pada social structure. Karena itu, Turner, salah satunya, mengklaim bahwa 

”Merton together with Parsons simply as functionalist”. Piotr Sztompka, ”Robert K. Merton”, dalam The 

Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists, ed. George Ritzer (Malden, MA: The 

Blackwell Publishing, 2003), 22. Ritzer mencatat,  jika Parsons lebih menitik beratkan pada ”penciptaan 

teori-teori besar dan luas cakupannya”, dan sebaliknya, maka Merton ”menyukai teori yang terbatas, teori 

tingkat menengah”, dan memasukkan aspek-aspek tertentu dalam sosiologi Marxian untuk merumuskan 

sosiologi struktural fungsional taraf menengahnya. Warna baru yang diusung Merton ini menyebabkan 

dirinya dipandang sebagai ”orang yang mendorong fungsionalisme struktural lebih ke kiri secara politis”. 

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2007), 136. 

Kontribusi penting Merton terletak pada usahanya terhadap usahanya untuk menjadikan struktural 

fungsional lebih empiris dengan menguji lebih mendalam terhadap tesis-tesis Parsons tentang tingkatan 

struktur sosial, dan struktur tindakan sosial. Selain itu, mengembalikan sosiologi untuk lebih terfokus pada 

isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan empiris manusia sehari-hari (vernacular everyday life). 

Encyclopedia of Social Theory, Vol. II, ed. George Ritzer (London: SAGE Publications, 2005), 500; 

Robert Sampson, “Eliding the Theory/Research and Basic/Applied Divides: Implications of Merton's 

Middle Range”, dalam Robert K. Merton, Sociology of Science and Sociology as Science, ed. Craig 

Calhoun (New York: Columbia University Press, 2010), 73. Poloma memiliki catatan lain tentang 
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pola berperilaku (pattern for behavior) menjadi salah satu bidang kajian 

terpenting.
27

 Pola berperilaku dapat dimaknai sebagai ”seperangkat aturan, 

norma, dan nilai-nilai yang memandu dan atau membatasi perilaku individu” 

(guiding or and cosntraining individual behavior).
28

 Dalam bahasa Merton, pola 

berperilaku disebutnya dengan istilah sistem kultural (cultural  system), yakni 

”seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku 

bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok”.
29

 Selain itu, sistem 

                                                                                                                                                                           

kelebihan struktural fungsional taraf menengah Merton. Menurutnya, Merton berhasil ”menyingkirkan” 

teori-teori dasar struktural fungsional yang lebih mencerminkan abstraksi tidak realitistik, seperti 

”kesatuan masyarakat yang fungsional”, “fungsionalisme universal”, dan “indespensibility”. Pada saat 

yang sama, ia berhasil menempatkan teori disfungsi, alternative fungsional dan konsekuensi 

keseimbangan fungsional, serta fungsi manifest dan latent sebagai teori-teori yang popular dalam 

paradigma fungsionalis. Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), 47. 
27

 Ritzer memberikan uraian singkat tetapi mendalam tentang sosiologi paradigma fakta sosial. 

Paradigma ini dikembangkan dari gagasan utama Durkheim dalam dua karya utamanya, yaitu The Rules of 

Sociological Method (1895) dan Suicide (1897). Menguatnya fakta sosial sebagai paradigma sosiologi, 

tidak lepas dari keinginan Durkheim untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat, dan hal itu hanya 

bisa dilakukan, dengan jalan mengembangkan lapangan penyelidikan secara mandiri. Oleh karena itu, 

untuk membantu sosiologi dalam mendapatkan lapangan penyelidikannya, maka ia mengembangkan satu 

konsep yang dikenal luas sebagai ”social facts”  atau fakta-fakta sosial. Ritzer, Sosiologi Ilmu, 14; Ritzer 

dan Goodman, Teori Sosiologi, A-14. Bagi Durkheim, fakta sosial harus dipahami berbeda dengan dunia 

ide dan oleh karena itu, ”tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni”. Sebaliknya, fakta sosial 

merupakan ”barang sesuatu” atau ”thing” yang hanya dapat dipahami melalui ”penyusunan data riel di 

luar pemikiran manusia”. Dalam bahasa lain, fakta sosial ”tidak dapat dipelajari melalui instropeksi 

semata”, melainkan harus ”diteliti di dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang 

lainnya”. Ritzer, Sosiologi Ilmu, 14. Bagi Durkheimian, fakta sosial dapat dikatagorikan menjadi dua 

bagian. Pertama, fakta sosial dalam bentuk material (material social facts) ”yang dapat disimak, 

ditangkap dan diobservasi” dan merupakan bagian dari dunia nyata (external world), seperti norma 

hukum, kebijakan publik, norma sosial dan agama, dan seterusnya. Kedua, fakta sosial dalam bentuk non 

material (non material fact), namun dianggap nyata (external). Sebagai ”yang non material”, 

keberadaanya merupakan ”fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dalam 

kesadaran manusia”, seperti altruisme, egoisme, opini, dan seterusnya. Ritzer, Sosiologi Ilmu, 14-15; 

Encyclopedia of Social Theory, Vol. II, 765; George Ritzer, Explorations in Social Theory, From 

Metatheorizing to Rationalization (London: SAGE Publications, 2001), 62-63. 
28

 Achmad Habib, Konflik Antar Etnik di Pedesaan, Pasang Surut Hubungan China-Jawa 

(Yogjakarta: LkiS, 2004), 11. 
29

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 142. Pemaknaan kultur yang diberikan Merton tidak 

berbeda dengan apa yang diajukan oleh Parsons. Dalam teori sistem tindakan sosial (social action) yang 

dibangunnya, sistem kultural ditempatkan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia 

sosial. Tidak hanya itu, sistem kultur juga menjadi penengah interaksi antar aktor, menginteraksikan 

kepribadian, dan mengintegrasikan sistem sosial. Bahkan, sistem kultur ”memiliki kapasitas khusus untuk 
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tersebut, pada saat yang sama, juga menyalurkan tindakan-tindakan anggota 

masyarakat dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat 

lain.
30

  

Pola berperilaku atau sistem kultur ini menjadi bagian dari fakta sosial 

yang melekat dalam sistem sosial tertentu. Dalam fungsional struktural, fakta 

sosial memiliki tiga karakteristik yang saling berkaitan. Dan yang terpenting, 

fakta sosial melekat dalam gejala sosial, dan bukan pada gejala yang bersifat 

psikologis atau individual. Durkheim, sebagaimana diulas secara oleh para 

sosiolog sesudahnya, menunjuk fakta sosial sebagai fenomena yang objektif, 

berada diluar individu (external), memiliki sifat memaksa (coercive), dan 

melekat dalam struktur sosial.
31

  

Dari pengertian ini, fakta sosial pada dasarnya memiliki tiga karakteristik 

mendasar. Pertama, fakta sosial memiliki karakteristik sebagai ”gejala sosial 

yang bersifat eksternal terhadap individu”.
32

 Sifat eksternal menunjuk pada 

pengertian kehadiran gejala sosial ”yang berada diluar diri individu atau datang 

kepadanya dari dirinya sendiri”.
33

 Kedua, fakta sosial memiliki karakteristik 

”memaksa individu” yang menjadi bagian dari sistem sosial tertentu. Dalam 

                                                                                                                                                                           

menjadi komponen sistem yang lain”. Sebagai sistem, kultur mengerti sebagai ”sistem simbol yang 

terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah 

terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan didalam sistem sosial” Ritzer dan Goodman, 

Teori Sosiologi, 130. 
30

 Jones, Pengantar Teoi-Teori, 8. 
31

 Encyclopedia of Social Theory, Vol. II, 765; The Cambridge Companion to Durkheim, ed. Jeffrey 

C. Alexander and Philip Smith (New York: Cambridge University Press, 2005), 2; Ken Thompson, Emile 

Durkheim (London: Routledge: 2002), 42; Bryan S. Turner, Classical Sociology  (London: SAGE 

Publication, 1999), 92. 
32

 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986), 174. 
33

 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan (Yogjakarta: Kanisius, 

1994), 68. 
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konteks ini, fakta sosial digambarkan sebagai kekuatan (forces), bersifat 

eksternal dan merupakan struktur yang memaksa individu.
34

 Ketiga, fakta sosial 

memiliki karakteristik ‟bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu 

masyarakat”.
35

 Sifat umum yang melekat dalam fakta sosial, bukan berarti 

keberadaannya dihasilkan dari penjumlahan fakta-fakta individu atau bersifat 

perseorangan.
36 

 

Secara garis besar, fakta-fakta sosial diatas memiliki dua tipe yang saling 

melekat antara satu dengan lainnya. Tipe yang pertama dikenal luas dengan 

istilah pranata sosial (social institution), dan tipe kedua disebut dengan struktur 

sosial (social structure). Namun, Durkheim sebagai pencetus teori ini, dalam 

banyak ulasannya, mempersamakan fakta sosial dengan pranata sosial, atau 

setidaknya saling dua istilah tersebut dalam penggunaannya saling dipertukarkan. 

                                                           
34

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 21. Bandingkan dengan pernyataan Campbell bahwa, fakta 

sosial ”dimuati dengan sebuah kekuatan yang memaksa, yang karenanya hal-hal itu mengontrol individu 

itu”. Campbell, Tujuh Teori, 168. 
35

 Johnson, Teori Sosiologi, 178. 
36

 Dalam bahasa berbeda dapat dikatakan, sifat umum yang melekat dalam fakta sosial 

menggambarkan bahwa fakta sosial ”harus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial lainnya”, 

dan hal ini merupakan asas yang mutlak harus dipenuhi dalam riset sosiologi. Penjelasan ini berarti 

bahwa, setiap upaya yang mereduksi fakta sosial ketingkat psikologis atau biologis harus ditolaknya. 

Misalnya, menjelaskan fakta sosial yang dihubungkan dengan gejala individu, seperti kemauan, 

kesadaran, kepentingan pribadi individu, dan seterusnya. Johnson, Teori Sosiologi, 179. Dalam karya 

terkenalnya Suicide (1897/1951), Durkheim memberikan contoh menarik untuk menjelaskan fakta sosial. 

Dalam kasus bunuh diri, ia tidak hendak menguji atas dasar alasan apa, individu A, B, C, dan seterusnya 

melakukan bunuh diri. Namun, ia lebih tertarik menghubungkan bunuh diri sebagai perilaku individu 

dengan sebab-sebab sosial (fakta sosial). Dengan kata lain, ia lebih tertarik pada ”penyebab yang berbeda-

beda dalam rata-rata perilaku bunuh diri dikalangan kelompok wilayah, negara, dan dikalangan golongan 

individu yang berbeda (antara yang menikah dan lajang). Ketertarikan ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa, ”sifat dan perubahan fakta sosial lah yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri”, misalnya, 

perang atau depresi ekonomi dapat membentuk perasaan depresi kolektif, dan selanjutnya, dapat 

meningkatkan angka bunuh diri. Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 22; Walter L. Wallac, Metode 

Logika Ilmu Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 16-20. 
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Konsekuensinya, pengertian dasar fakta sosial seringkali disamakan dengan 

makna yang melekat dalam istilah pranata sosial.
37

 

 

2.  Perilaku Terpola, Disfungsi Sosial dan Anomie 

Kritik mendasar struktural fungsional taraf menengah terhadap struktural 

fungsional yang dirintis oleh Parsons terletak pada fungsi-fungsi sosial dalam 

sistem-sistem yang membentuk struktur tindakan sosial. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, fungsional struktural memiliki kecenderungan kuat 

mengabaikan disfungsionalitas sistem tertentu terhadap sistem yang lain. 

Disfungsi sistem ini secara jelas dapat diamati dalam tindakan-tindakan sosial 

individu yang telah terpola oleh sistem kultural atau pola berperilaku. Struktural 

fungsional Parsonian juga tidak mengindahkan munculnya anomie sebagai efek 

negatif dari disfungsi sistem dalam struktur sosial. 

Untuk menyempurnakan kelemahan struktural-fungsional, Merton 

memperkenal teori disfungsi dalam sistem sosial. Teori ini dikembangkan dari 

”fungsi” sosial yang sebelumnya telah dikenal luas dalam fungsional struktural. 

Bagi Merton, fungsi tidaklah tunggal dalam struktur sosial, tetapi sebaliknya, 

terdapat dua fungsi yang seringkali melekat dalam struktur sosial. Dua fungsi 

dimaksud adalah fungsi nyata (manifest function) dan fungsi tersembunyi (latent 

function). 

Fungsi nyata atau fungsi manifest secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai fungsi yang diharapkan (intended). Sementara fungsi tersembunyi 

                                                           
37

 Encyclopedia of Social Theory, Vol. II, 765. 
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menunjuk pada fungsi yang tidak diharapkan (unintended).
38

 Merton (1967) 

sendiri mengatakan, ”fungsi manifest adalah konsekuensi-konsekuensi objektif 

yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh para 

partisipan dalam sistem tersebut, sedang fungsi laten adalah fungsi yang tidak 

dimaksudkan atau disadari”.
39

 

Riset ilmu-ilmu sosial harus memiliki arah untuk menemukan dua fungsi 

atau akibat sosial dari bekerjanya tindakan dalam struktur sosial secara 

bersamaan. Sementara, dalam tradisi Parsonian, riset ilmu sosial lebih dan hanya 

terfokus pada satu fungsi, yaitu fungsi manifest atau akibat-akibat yang 

diharapkan. Padahal bagi Merton, ”studi fungsi manifest yang mengabaikan 

fungsi laten adalah menyesatkan”.
40

 

Namun, Merton dalam penjelasan selanjutnya mengatakan bahwa, akibat 

yang tidak diharapkan tidak sepenuhnya direpresentasikan oleh fungsi 

tersembunyi. Sebaliknya, fungsi tersembunyi merupakan salah satu aspek dari 

akibat yang tidak diharapkan. Merton (1949) mengatakan, selain fungsi 

                                                           
38

 Ritzer, Sosiologi Ilmu, 23; Ritizer dan Goodman, Teori Sosiologi, 141. 
39

 Poloma, Sosiologi, 39. Dua contoh dapat digunakan untuk membedakan antara fungsi manifest 

dan fungsi laten, seperti perbudakan di Amerika dan menguatnya pembelian mobil mewah di Negara 

tersebut. Dalam sistem perbudakan di Amerika, misalnya, jelas fungsional bagi kulit putih, karena sistem 

tersebut menyediakan tenaga kerja murah, memajukan ekonomi pertanian kapas, dan menjadi sumber bagi 

status sosial kulit putih. Namun pada saat yang sama, sistem perbudakan disfungsional juga disfungsional, 

karena perbudakan membuat sangat bergantung kepada sistem agraris, sehingga tidak siap untuk 

memasuki dunia industri. Ritzer, Sosiologi Ilmu, 22. Atau, sistem perbudakan memiliki fungsi nyata untuk 

meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat Amerika, terutama di daerah selatan, dan sekaligus 

fungsi tersembunyi, yaitu ”menyediakan sejumlah besar anggota kelas rendah yang membantu 

meningkatkan status kulit putih”. Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 141. Contoh lain berkaitan 

dengan fenomena pembelian mobil mewah di Amerika. Fungsi manifest dari pembelian mobil mewah 

adalah sebagai sarana dari dan ke tempat kerja, dan sebaliknya, mempertontonkan kekayaan dan status 

kepada masyarakat adalah fungsi latennya. Poloma, Sosiologi, 39.  
40

 Poloma, Sosiologi, 39. 
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tersembunyi terdapat dua aspek lain dari akibat yang tidak diharapkan. Pertama, 

akibat yang disfungsional untuk sistem tertentu dan ini terdiri dari disfungsi 

tersembunyi.
 
Kedua, akibat yang tak relevan dengan sistem yang dipengaruhinya, 

baik secara fungsional atau disfungsional dan bahkan konsekuensi non-

fungsionalnya.
41

 

Disfungsi yang tetap berjalan dalam struktur sosial membuka peluang 

munculnya anomi perilaku terpola dari individu-individu yang menjadi bagian 

dari sistem tersebut.
42

 Anomi, bagi Merton (1968) dimaknai sebagai penolakan 

terhadap adanya konsekuensi disfungsional. Perilaku anomi ini terjadi, ketika 

”terdapat keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan 

kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak 

sesuai dengan nilai kultural”.
43

   

                                                           
41

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 142. 
42

 Anomi mulai mendapat tempat dalam disiplin ilmu sosiologi, tidak lepas dari peran penting 

Durkheim. Dalam karyanya ”Suicide”, ia menempatkan anomi sebagai bagian penting dari perilaku sosial 

bunuh diri. Dalam kasus Durkheim menemukan sebab mendasarnya adalah hilangnya pengaturan bagi 

tujuan dan harapan individu. Kondisi anomi tidak akan terjadi, ketika kondisi yang normal dan stabil dapat 

menjamin keinginan individu, melalui norma-norma yang sesuai dan didukung oleh prinsip moral yang 

umum. Jaminan yang diberikan, tentu saja, disertai dengan pemenuhan terhadap alat-alat yang dibutuhkan, 

sehingga individu mendapatkan disposisi-kebutuhan yang sesuai dengan harapannya. Namun, 

permasalahan muncul, ketika norma-norma pengatur tidak memiliki keberdayaan lagi, dan 

konsekuensinya, disposisi-kebutuhan tidak lagi dapat digapai oleh individu, sehingga meledak diluar 

kemungkinan untuk dicapai, dan akhirnya, individu secara terus menerus mengalami frustasi. Gejala sosial 

frustasi dan tidak lagi mampu dihambat oleh sistem norma berimplikasi pada munculnya tindakan sosial 

bunuh diri yang terus meningkat. Johnson, Teori Sosiologi, 193; Giddens, Kapitalisme, 105. 
43

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 142-143. Merton (1949) juga mengatakan bahwa, anomi 

akan terjadi, ketika sistem kultural begitu tinggi (a system of cultural extols) mengharuskan masyarakat 

untuk menghasilkan kesuksesan bersama tanpa terkecuali (certain common success-goals for the 

population at large),  dan pada saat yang sama, struktur sosial justru membatasi atau menutup sama sekali 

(restricts or completely closes access) bagi individu untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Charles 

Tilly, “Mechanisms of the Middle Range”, dalam dalam Robert K. Merton, Sociology of Science and 

Sociology as Science, ed. Craig Calhoun (New York: Columbia University Press, 2010), 58. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

24 

Jalan keluar yang tidak memadai untuk menghentikan anomi yang 

melekat dalam perilaku terpola berkonsekuensi pada munculnya perilaku-

perilaku yang menyimpang. Jika Durkheim menunjuk perilaku bunuh diri 

anomis sebagai bentuk nyata perilaku sosial menyimpang, maka Merton 

menggunakan perilaku sebagian masyarakat Amerika untuk mencapai 

kesuksesan ekonomi sebagai contoh kasusnya. Di Negara tersebut, perilaku 

menyimpang seringkali ”mengambil bentuk alternatif yang tidak dapat diterima 

dan kadang-kadang berbentuk cara-cara ilegal dalam mencapai kesuksesan 

ekonomi”. Dua cara yang, setidaknya, diberilakukan oleh sebagian masyarakat 

Amerika, yaitu berjualan obat-obat terlarang dan menjadi bagian dari dunia 

pelacuran. Sekali lagi, dua cara dimaksud menjadi petunjuk penting bahwa, 

terdapat ”ketidakbertautan antara nilai kultural dan cara-cara sruktur sosial untuk 

mencapai nilai kultural itu”.
44

 

Paparan singkat diatas, setidaknya memberikan petunjuk penting bahwa 

perilaku terpola, disfungsi, dan anomi memiliki relasi yang cukup lekat. Sistem 

kultural atau pola berperilaku yang selama ini menjadi sandaran, rujukan atau 

sistem pengendali bagi perilaku terpola justru menghadirkan disfungsi, terutama 

yang terdapat dalam fungsi-fungsi tersembunyi. Akibatnya, muncul anomi dalam 

perilaku terpola yang dimanifestasikan kedalam tindakan-tindakan sosial 

menyimpang, atau setidak, yang tidak sesuai dengan fungsi manifest dari sistem 

sosial. 

                                                           
44

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 143. 
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G. Studi Terdahulu 

Lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, madrasah, dan sekolah-

sekolah berciri khas Islam telah hadir dan menjadi bagian penting dari sistem 

pendidikan di tanah air, jauh sebelum formasi negara Indonesia modern terbentuk. 

Tentu saja, diusianya yang cukup tua tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam 

telah menarik banyak akademisi, praktisi pendidikan maupun para peneliti untuk 

melakukan penelusuran secara mendalam mengenahi eksistensi dan 

sustainabilitasnya dengan perspektif dan pendekatan begitu beragam. Hingga saat 

ini, berbagai laporan riset tentang lembaga pendidikan Islam begitu jumlahnya dan 

sebagaian besar telah dipublikasikan secara luas. 

Hanya saja menjadi menarik dicermati, keseluruhan riset yang dilakukan 

kurang memperhitungkan atau bahkan mengabaikan aspek terpenting dan 

menentukan dalam perkembangan dan keberlanjutan lembaga-lembaga pendidikan 

Islam. Kebijakan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah aspek 

terpenting dan menentukan yang mestinya mendapatkan prioritas untuk 

mendapatkan sentuhan mendalam dari para akademisi, praktisi pendidikan maupun 

para peneliti. Sebagaimana hendak dibuktikan dalam riset ini, kebijakan Negara 

maupun lembaga-lembaga pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang sangat 

menyulitkan lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang dan bersanding setara 

dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. 

Studi tertua mengenahi lembaga pendidikan Islam dilakukan oleh Dhafir 

untuk kepentingan disertasinya di Antropologi Sosial, Australian National 
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University (ANU) Australia pada tahun 1980.
45

 Hasil studi telah dipublikasikan 

secara luas dengan judul ”Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup 

Kyai”. Dua pesantren di Jawa, yaitu pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur) dan 

Tegalsari, Surakarta (Jawa Tengah) menjadi lokus studi Dhafir. Nyaris sulit 

membantah bahwa, karya Dhafir ini begitu mendalam dan mengilhami munculnya 

penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang memilih fokus pada dinamika 

lembaga pendidikan Islam pesantren.
46

 Sayangnya, Dhafir lebih terfokus pada pola 

pembelajaran di pesantren, termasuk juga sistem kekerabatan dan kepemimpin para 

pendiri dan pengelola pesantren. Sebaliknya, studi yang dilakukan mengabaikan 

begitu saja arti penting kebijakan Negara atau lembaga-lembaga pemerintah dalam 

perkembangan pesantren, terutama Tebuireng dan Tegalsari. Padahal, fakta historis 

menunjukkan pesantren Tebuireng, misalnya, termasuk salah satu dari ribuan 

pesantren di Jawa dan Sumatra yang terkena dampak pemberlakuan kebijakan 

                                                           
45

 Zamakhsyari Dhafir, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 

1983). 
46

 Kontribusi Dhafir bagi munculnya kajian-kajian atau riset-riset mendalam tentang lembaga 

pendidikan Islam, terutama pesantren, salah satunya, diakui oleh Arifin. Ia mengatakan, “penelitian 

Zamakhsyari Dhofier segera mendapat perhatian dan menjadi rujukan peneliti berikutnya”. Alasannya, 

”salah satu nilai lebih penelitian Zamakhsyari Dhofier bila dibandingkan dengan peneliti lainnya, adalah 

pada pencitraan terhadap komunitas pesantren yang terlanjur identik dengan Islam tradisional”. Dalam 

studinya tersebut, ia berhasil memberikan citra baru tentang dunia pesantren, dan sekaligus menolak tesis 

dua orang ” yang dinilai gagal dalam memahami pesantren, yakni Clifford Geertz dan Deliar Noer”. Bagi 

Dhafir,  ”kedua nama tersebut secara sepihak mencitrakan komunitas Islam tradisional sebagai komunitas 

yang menempati posisi kelas dua di bawah komunitas Islam modernis” dan pada saat yang sama, Islam 

tradisional juga dianggap akrab dengan pelbagai praktik keagamaan sinkretik”. Dari hasil studinya 

tersebut, ”Dhofier justru menemukan berbagai episode kreatif pada komunitas Islam tradisional ini”. Dan, 

”dengan menggunakan teori continuity and change (kesinambungan dan perubahan)”, ia memberikan 

kesimpulan atas studinya bahwa, ”pesantren sebagai pilar utama NU terus menggeliat merancang 

perubahan dengan tetap berpijak pada tradisi keilmuan klasik”. Syamsul Arifin, ”Pesantren sebagai 

Saluran Mobilitas Sosial, Suatu Pengantar Penelitian”, Salam, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 13, No. 1 

(Januari-Juni 2010), 36. Bandingkan dengan Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam 

Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983); Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-

1942 (Jakarta: LP3ES, 1985). 
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Ordonansi Guru yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya itu, 

pendiri pesantren (Hasyim Asy‟ari) yang mendapat perhatian khusus dalam studi 

Dhafir, dikenal luas sebagai salah satu tokoh yang melakukan perlawanan dan 

mendesakkan pencabutan kebijakan tersebut. Sebaliknya, perhatian Dhafir lebih 

diarahkan pada peran Hasyim Asy‟ari dalam organesasi Nahdhatul Ulama (NU) dan 

Majelis Islam A‟la Indonesia (MIAI). 

Kajian cukup baik tentang kebijakan kelembagaan  pendidikan Islam juga 

dapat ditemukan dalam karya Burhanuddin Daya, yaitu ”Gerakan Pembaharuan 

Pemikiran Islam, Kasus Sumatra Thawalib”. Gerakan pembaharuan yang diusung 

oleh Perguruan Sumatra Thawalib di Sumatra Barat merupakan fokus studi 

Burhanuddin.
47

 Studi ini, disatu sisi memberikan masukan sangat berharga, terutama 

berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam, dan 

khususnya Ordonansi Guru yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 

1925 M. Sayangnya, studi yang dilakukan Burhanuddin memiliki kelemahan-

kelemahan berari, jika dikaitkan dengan studi yang hendak dilakukan. Wilayah studi 

hanya terfokus pada lembaga-lembaga pendidikan di Sumatra Barat, dan itu pun 

dibatasi pada perguruan Sumatera Thawalib. Padahal, madrasah-madrasah maupun 

lembaga-lembaga pendidikan Islam justru sebagian besar berada di Jawa, terutama 

Jawa Timur dan Jawa Barat.  

Studi untuk mendudukkan lembaga pendidikan dalam konteks kebijakan 

Negara atau lembaga-lembaga pemerintah, juga dapat ditemukan dalam karya Karel 

                                                           
47

 Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatra Thawalib 

(Yogjakarta: Tiara Wacana, 1995). 
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A. Steenbrink yang berjudul ”Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam 

dalam Kurun Waktu Modern”.
48

 Buku ini merupakan laporan hasil risetnya untuk 

kepentingan disertasinya di Universitas Katolik Nijmegen (Belanda) pada tahun 

1974. Dalam konteks studi kebijakan kelembagaan pendidikan, karya Steenbrink ini 

memiliki dua kelemahan sekaligus. Pertama, perspektif yang dipergunakan bukan 

sejarah sosial, melainkan sejarah politik atau sejarah penguasa (official history). 

Konsekuensinya, ia cenderung mengabaikan kebijakan-kebijakan penting yang 

muncul dan berpengaruh pada perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

Salah satu contoh nyata, misalnya, ia hanya sedikit sekali mengulas kebijakan 

Ordonansi Guru era kolonial Belanda, yang tidak lebih hanya tiga baris dalam 

bukunya. Sama halnya dengan apresiasi studinya terhadap kebijakan Orde Lama 

terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Konsekuensinya, studi Steenbrink 

telah menutup celah analisis kritis terhadap sejumlah kebijakan yang sangat 

merugikan perkembangan dan keberlangsungan nasib lembaga-lembaga pendidikan 

Islam di tanah air. Kedua, Pengelolaan lembaga pendidikan agama (Islam) oleh 

Departemen Agama, terpisah dengan lembaga pendidikan umum yang dikelola oleh 

Departemen Pendidikan (Diknas) lebih dimaknai sebagai dualisme sistem 

penyelenggaraan. Menariknya, dualisme itu tidak dilihat sebagai artikulasi nyata dari 

politik pemisahan (segregasi) yang merugikan lembaga pendidikan Islam, melainkan 

dipahami sebagai bentuk akomodasi dan pengakuan Negara semata. 

                                                           
48

 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu 

Modern (Jakarta: LP3ES, 1994). 
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Usaha lebih serius untuk mengkaji kebijakan kelembagaan  pendidikan Islam 

oleh Negara maupun lembaga-lembaga pemerintah, sebenarnya telah dilakukan. 

Salah satunya oleh Abd. Rachman Assegaf untuk keperluan disertasinya di IAIN 

Sunan Kalijaga Yogjakarta dan belakangan dipublikasikan dengan judul ”Politik 

Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari 

Proklamasi ke Reformasi”.
49

 Sayangnya, fokus penelitian Assegaf bukan pada 

kebijakan kelembagaan, melainkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), baik 

di lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan umum. Selain itu, hasil ini juga masih 

mengukuhkan bahwa pemisahan pengelolaan lembaga pendidikan oleh Depag dan 

Diknas sebagai bentuk dari penerapan dualisme sistem, bukan didudukkan dalam 

kerangka politik segregasi pendidikan. Sungguh pun demikian, studi analisa 

kebijakan yang dihasilkan Assegaf dapat diakui paling lengkap dibanding dengan 

kajian-kajian yang telah ada sebelumnya. Hanya saja, fokus analisis bukan atau 

kurang menyentuh pada aspek kelembagaan pendidikan Islam. 

Studi yang dapat dikatakan terbaru tentang kebijakan kelembagaan 

pendidikan Islam ditemukan dalam laporan penelitian Hefner. Studi yang dilakukan 

terfokus perkembangan dan adaptasi lembaga-lembaga pendidikan Islam (Islamic 

schools) terhadap kebijakan-kebijakan Negara, teurama era Orde Baru. Menarik 

diuraikan kesimpulan Hefner yang menyatakan bahwa, sejak orde baru pada 

dasarnya telah muncul fenomena berakhirnya dualisme pendidikan (ending 

educational dualism), antara pendidikan umum dan agama (Islam). Hilangnya 

                                                           
49

 Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama 

Islam dari Proklamasi ke Reformasi (Yogjakarta: Kunia Alam, 2005). 
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dualisme tersebut ditandai oleh ”graduates of Islamic schools should have equal 

rights of access to state colleges and universities”.
50

 Kesimpulan Hefner tentang 

hilangnya dualisme sistem yang dibuktikan dengan adanya kesetaraan akses 

memasuki perguruan tinggi umum (PTU) dapat dikatakan terlalu menyederhanakan 

masalah. Pertama, sampai saat ini pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan masih 

melalui dua lembaga, Depag dan Diknas yang masing-masing memiliki otonominya 

sendiri. Pendidikan Islam berada dibawah naungan Depag, dan sebaliknya, 

pendidikan umum dikelola oleh Diknas. Kedua, aspek-aspek lain yang dapat 

dijadikan sebagai alat ukur melihat ada atau tidaknya dualisme sistem mestinya juga 

harus dipertimbangkan, seperti aspek pendanaan atau pembiayaan, tenaga 

kependidikan, pemenuhan fasilitas-fasilitas sekolah (school equipments), dan 

seterusnya. Dalam konteks pembiayaan sekolah, misalnya, terdapat ketimpangan 

cukup signifikan antara lembaga-lembaga yang dikelola oleh Depag dan Diknas.  

Dari data yang ada diatas dapat diambil satu pemikiran bahwa penelusuran 

secara mendalam tentang kebijakan Negara maupun lembaga-lembaga pemerintah 

dibidang kelembagaan atau lembaga-lembaga pendidikan Islam masih belum 

mendapatkan apresiasi berarti dari para akademisi, praktisi maupun peneliti. 

Sebaliknya, sejumlah penelitian yang dilakukan lebih terkonsentrasi pada historisitas 

atau proses pembelajaran pengetahuan keagamaan yang berlangsung di madrasah 

maupun pesantren-pesantren, terutama di Jawa.   

                                                           
50

 Robert W. Hefner, “Islamic Schools, Social Movements, and Democracy in Indonesia” dalam 

Making Modern Muslims: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia, ed. Robert W. Hefner 

(Honolulu: University of Hawai„i Press), 66.  
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Pada saat yang sama, jika ditemukan penelitian yang memperkaitkan antara 

kebijakan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah 

maupun sekolah-sekolah Islam belum merepresentasikan sejarah yang sebenarnya. 

Persandingan antara keduanya telah berlangsung begitu lama, dan selalu mengiringi 

setiap babakan pemerintahan. Terutama pada era kolonial Belanda yang merupakan 

era paling awal kebijakan segregatif kelembagaan pendidikan Islam diberlakukan. 

Dan hanya dengan penelusuran secara menyeluruh, maka dapat diketahui apakah 

pemisahan tetap merepresentasikan dualisme sistem pengelolaan pendidikan semata, 

atau sebaliknya, terdapat praktek-praktek politik pemisahan (segregasi) yang diusung 

dan dioperasikan melalui kebijakan-kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di 

tanah air. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang direncanakan merupakan bagian dari jenis penelitian 

dokumen (documentary research), kepustakaan (library research) atau dapat 

disebut dengan survei terhadap buku-buku (books survey) yang memiliki 

relevansi dengan tema penelitian. Sebagai bagian dari jenis penelitian 

kepustakaan, maka kegiatan penelitian diarahkan untuk menghimpun data dari 

berbagai literatur, baik yang terdapat di perpustakaan maupun tempat-tempat 

lainnya.
51

 

                                                           
51

 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogjakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995), 

30. 
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pertama kali peneliti 

melakukan penelusuran di perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, baik di 

Pascasarjana maupun perpustakaan pusat. Namun, peneliti mendapatkan 

kesulitan berarti untuk mendapatkan data-data utama terkait dengan kebijakan 

kelembagaan pendidikan Islam. Meskipun demikian, data-data yang relevan, 

seperti hasil-hasil disertasi yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku berhasil 

didapatkan melalui perpustakaan, baik perpustakaan pascasarana maupun pusat. 

Penelusuran, selanjutnya dilakukan dengan mengunjungi koleksi yang 

ada di Perpustakaan Jawa Timur. Beberapa data utama, seperti dokumen yang 

terkait dengan kebijakan kelembagaan pendidikan era kolonial Belanda berhasil 

peneliti dapatkan. Selain itu, data tentang gerakan-gerakan protes yang dilakukan 

oleh masyarakat pribumi dengan mobilisasi elit Islam lokal, terutama di Jawa 

Timur juga berhasil peneliti dapatkan. Tentu saja, data tentang gerakan protes ini 

sangat penting, karena gerakan-gerakan inilah yang memicu munculnya 

kebijakan segregatif terhadap kelembagaan pendidikan Islam, konstruksi 

kebijakan yang masih langgeng hingga saat ini. 

 

2.  Pendekatan Penelitian 

Sebagai bagian dari penelitian kebijakan publik, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kelembagaan (institusionalisme), substantif, peran 

serta warga Negara, dan pendekatan historis untuk menelusuri kebijakan 

kelembagaan pendidikan Islam yang memiliki muatan kental politik segregasi 
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pada era Kolonial Belanda.
52

 Dengan demikian, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan antar bidang (inter-disciplinarity).
53

 

Pendekatan kelembagaan atau institusionalisme digunakan didasarkan 

atas perspektif bahwa, ”hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga 

pemerintah sebagai hubungan yang sangat erat”. Alasannya, ”suatu kebijakan 

tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh lembaga pemerintah”.
54

 Demikian pula, kebijakan-kebijakan 

kelembagaan pendidikan Islam dapat dipastikan bahwa, secara keseluruhan 

keberadaanya lebih dulu disyahkan oleh Negara atau lembaga-lembaga 

pemerintah sebelum diimplementasikan. 

                                                           
52

 Dalam studi Agama, termasuk studi Islam (Islamic studies) cukup sulit menemukan penjelasan 

berarti tentang apa yang dimaksud dengan “pendekatan” (approach) dan bagaimana kerangka kerja 

pendekatan tersebut dioperasionalisasikan. Sebuah buku yang sangat popular dikalangan peminat studi 

Islam yang disunting dan diedit oleh Richard C. Martin, meskipun menggunakan judul ”Pendekatan” 

tetap saja didalamnya tidak menyertakan penjelasan memadai tentang “apa” dan “bagaimana” pendekatan 

dioperasionalisasikan dalam studi Islam. Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, ed. Richard C. 

Martin (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001). Sedikit penjelasan tentang “pendekatan” 

didapatkan dari Peter Connolly dalam kata pengantarnya terhadap buku yang mengulas berbagai 

pendekatan dalam studi Agama. Bagi Connolly, pendekatan dapat dipahami sebagai disiplin keilmuwan 

tertentu yang digunakan oleh akademisi untuk ”mendekati kajiannya dari satu titik pangkal tertentu”. 

Pendekatan juga ”membawa serta sejumlah asumsi tentang sifat pokok persoalan yang dikaji”. Selain itu, 

pendekatan, baik secara eksplisit maupun implisit, juga menyertakan ”metode atau sejumlah metode” 

untuk memperoleh dan memahami data yang terkait dengan subjek studi yang digeluti. Peter Connolly, 

”Pendahuluan” dalam Aneka Pendekatan Studi Agama, ed. Peter Connolly (Yogjakarta: LKiS, 2002), 2. 
53

 Pendekatan inter-disipliner dapat dipahami sebagai “upaya untuk memadukan berbagai disiplin 

keilmuwan untuk memposisikan sebagai pendekatan dan lainnya sebagai sasaran kajian”. Dalam konteks 

penelitian ini, setidaknya, dua disiplin dari rumpun ilmu sosial (social science), yaitu ilmu sejarah dan 

ilmu kebijakan publik dijadikan sebagai pendekatan terintegrasi untuk menelusuri kebijakan-kebijakan 

segregatif dibidang kelembagaan pendidikan Islam di tanah air. Hal ini sama halnya dengan menjadikan 

sosiologi, antropologi, filologi, dan seterusnya yang masih dalam satu rumpun ilmu sosial sebagai 

pendekatan untuk mengkaji agama tertentu. Tentu saja, inter-disipliner menjadi berbeda dibanding dengan 

pendekatan lintas disipliner (cross-disciplinarity) atau multi-disipliner (multi-disciplinarity).Dua 

pendekatan yang disebut terakhir dapat dicontohkan pendekatan sosiologi agama, yang didalamnya 

mencerminkan ”perpaduan antara sosiologi dalam bidang social science dan agama dalam bidang culture 

and humanity”. Akh. Muzakki dkk, Twin Tower: Epistemologi Penyatuan Ilmu-Ilmu Umum dan 

Keislaman di IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: Laporan Penelitian Kolektif-IAIN Sunan Ampel, 

2009), 8. 
54

 Budi Winarna, Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Yogjakarta: Media Pressindo, 2007), 52. 
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Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar, terutama 

berkenaan dengan tidak adanya perhatian mendalam terhadap relasi antara 

struktur lembaga-lembaga pemerintah dan substansi kebijakan publik. 

Sebaliknya, pendekatan institusionalisme hanya sekedar ”berusaha menjelaskan 

lembaga-lembaga pemerintah secara khusus, seperti misalnya, struktur, 

organisasi, kewajiban dan kewajiban fungsi-fungsi tanpa menyelidiki dampak 

dari kharakteristik-kharakteristik lembaga-lembaga tersebut pada hasil-hasil 

kebijakan”.
55

  

Oleh karena itu, untuk menutup kelemahan pendekatan institusionalisme 

ini, maka penelitian ini melengkapinya dengan pendekatan substantif. 

Pendekatan substantif memberikan satu perspektif mendasar bahwa, kegiatan 

penelitian yang terfokus adalah jika seluruh aktifitas didalamnya hanya untuk 

mengkaji secara mendalam dalam bidang tertentu.
56

 Lebih tegasnya, penelitian 

ini hanya terfokus pada substansi kebijakan segregatif dibidang kelembagaan 

pendidikan Islam dan dampak-dampaknya yang dirasakan oleh publik Islam 

secara luas. 

Sedangkan pendekatan peran serta atau partisipasi warga negara 

berangkat dari perspektif bahwa, setiap warga negara selalu memiliki ”harapan-

harapan yang tinggi tentang kualitas kewarganegaraannya dan keinginan masing-

masing untuk terlibat dalam kehidupan politik” dan yang lebih penting ”menjadi 

                                                           
55

 Winarna, Kebijakan, 53. 
56

 Winarna, Kebijakan, 59-60. 
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terlibat secara bermakna”.
57

 Dalam konteks penelitian ini, warga Negara 

dipahami memiliki keterlibatan dalam setiap proses pemberlakuan kebijakan. 

Dalam bahasa lain, warga Negara tidak sekedar menjadi objek yang pasif, 

melainkan subjek kebijakan bersanding dengan Negara atau lembaga-lembaga 

pemerintah. 

Pendekatan terakhir adalah pendekatan historis atau sejarah, dan lebih 

tepatnya, sejarah sosial. Dalam konteks penelitian ini, sejarah sosial sebagai 

pendekatan, didasarkan atas pertimbangan bahwa, studi-studi historis tentang 

kelembagaan pendidikan Islam, sebagian besar masih menggunakan pendekatan 

sejarah sosial lama (the old historical approach). Ciri khusus yang membedakan 

sejarah sosial dengan sejarah lama terletak pada perhatian mendalamnya 

terhadap ”semua aspek kegiatan manusia”. Dan konsekuensinya, ”tidak ada 

aspek kehidupan yang dapat dipahami secara terpisah dari yang lainnya”.
58

 

Keseriusan untuk menemukan historisitas keseluruhan aspek kegiatan manusia 

dan relasinya dengan aspek-aspek kehidupan secara mendalam, maka sejarah 

sosial  tidak alergi bersinggungan dengan teori-teori sosiologi, antropologi, 

ekonomi, psikologi, dan seterusnya.  

Dengan bantuan teori-teori disiplin keilmuwan lain yang diadaptasi oleh 

sejarah sosial, maka penelusuran sejak awal telah didampingi oleh nalar kritis 

untuk mempertanyakan berbagai kemungkinan yang muncul. Dalam konteks 

penelitian terhadap analisis kebijakan kelembagaan pendidikan, sebagian besar 

                                                           
57

 Winarna, Kebijakan, 55. 
58

 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Press, 2003), 22. 
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meryimpulkan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif Negara terhadap lembaga-

lembaga pendidikan Islam. Permasalahannya sekarang, kenapa perlakuan 

diskriminatif tersebut tetap berlangsung pada era paska kemerdekaan ?. Adakah, 

misalnya, konflik kepentingan ”terselubung” yang menyertainya, siapakah para 

pihak yang terlibat dalam konflik kepentingan, dan pertanyaan-pertanyaan 

lainnya. Sosiologi konflik, dengan demikian, akan sangat membantu peneliti 

dalam melakukan analisis secara sistematis dan mendalam terhadap pertanyaan-

pertanyaan diatas.
59

 Alasan lain yang tak kalah penting disekitar penggunaan 

sejarah sosial sebagai pendekatan adalah untuk menghindari ”jebakan” sejarah 

politik (political history) atau sejarah penguasa (official history). Sebagaimana 

dipahami, sejarah lama identik dengan sejarah penguasa, ”berpusat pada politik” 

dan ”sangat elitis”. Sebaliknya, sejarah sosial memiliki kepedulian mendalam 

terhadap ”sejarah tentang orang-orang marjinal” dan ”orang-orang yang 

terpinggirkan dalam proses-proses sejarah”.
60

 

 

 

                                                           
59

 Dalam bahasa lain, melalui teori konflik yang diadaptasi dari disiplin sosiologi, akan 

memungkinkan mendapatkan jawaban, kenapa C.E. Beeby dalam ”Assesment of Indonesian Education: A 

Guide in Planning” memiliki kesimpulan bahwa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Departemen Agama, ”keduanya mewakili arus pemikiran pendidikan yang berbeda dan sewaktu-waktu 

bisa saling memelototkan mata”. Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam (Departemen 

Agama RI-Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989), 28. 
60

 Azumardi Azra, “Konsep Kesejarahan Kuntowijoyo, Pentingnya Imaginasi, Emosi, Intuisi, dan 

Estetika Bahasa yang Khas dalam Penulisan Sejarah”, Ibda, Vol. 3, No. 2 (Juli-Des 2005), 4. Bandingkan 

dengan pernyataan Azra lainnya, ”sejarah tentang politik, yang nyaris merupakan sejarah penguasa adalah 

sejarah elitis, sejarah tentang mainstream, atau mereka yang dipandang sebagai mainstream. Dalam 

sejarah seperti ini, tidak ada tempat bagi ”orang kecil”, ”massa”, apalagi kelompok-kelompok atau 

gerakan yang dipandang diluar gerakan mainstream; mereka ini kemudian dianggap sebagai ”people 

without history”, orang-orang tanpa sejarah; atau bahkan mungkin harus dilenyapkan dari sejarah”. 

Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2002), 163. 
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3.  Sumber Data 

Sartono mengatakan bahwa, dokumen merupakan sumber utama dalam 

penelitian sejarah.
61

 Oleh karena itu, keberhasilan penelitian sejarah sangat 

ditentukan kemampuan peneliti untuk menemukan dokumen-dokumen yang 

relevan dengan fokus penelitian. Kegagalan mendapatkan dokumen dapat 

berakibat pada munculnya hasil penelitian yang ”kurang nilai ilmiahnya atau 

menjadi lemah atau tiada berarti sama sekali”.
62

  

Karena fokus penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan 

kelembagaan pendidikan Islam dan dampak-dampaknya, maka sumber-sumber 

data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Pertama, dokumen-dokumen 

tentang kebijakan kelembagaan pendidikan yang pernah dibuat, dirumuskan, 

disyahkan, dan diimplementasikan oleh Negara atau lembaga-lembaga 

pemerintah pada era Kolonial belanda dalam berbagai bentuknya. Kedua, 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan respon publik terhadap pemberlakuan 

kebijakan kelembagaan pendidikan Islam tersebut. Dokumen-dokumen dimaksud 

meliputi; keputusan-keputusan rapat-rapat organesasi Islam di tanah air, surat-

surat terbuka yang ditujukan kepada Negara sebagai bentuk protes atas 

pemberlakuan kebijakan, petisi maupun mosi kepada pemerintah, dan 

sebagainya. Ketiga, dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan fokus 

penelitian, baik berupa laporan media massa, laporan hasil-hasil penelitian 

                                                           
61

 Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Dokumen” dalam Metode-Metode Penelitian 

Masyarakat, ed. Kuntjaraningrat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 45. 
62

 Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam-Departemen Agama, 1986), 64. 
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disertasi, tesis, artikel ilmiah di jurnal-jurnal maupun buku-buku yang membahas 

tentang kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia dalam era Kolonial Belanda. 

 

4. Metode Pengujian Data 

Sebelum menggunakan dokumen sebagai bahan untuk menyusun hasil 

laporan penelitian terlebih dulu melakukan uji keabsahan. Pengujian dilakukan 

untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang benar-benar autentik dan kredibel. 

Uji kebasahan terhadap dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti 

dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.  

Kritik ekstern digunakan untuk menguji keaslian atau autentisitas 

dokumen yang juga disebut sebagai kritik sumber-sumber.
63

 Dalam konteks 

penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan melakukan kritik interpretatif dari 

dokumen.
64

 Kritik interpretatif menunjuk pada usaha untuk memperoleh 

gambaran dari perspektif pembuat kebijakan melalui analisa linguistik dengan 

mengidentifikasi bahasa serta istilah-istilah yang digunakan, termasuk bahasa 

yang berlaku umum pada masanya.
 
Misalnya, untuk menguji keaslian dokumen 

penolakan ordonansi guru yang dilakukan oleh organesasi-organesasi Islam pada 

era kolonial Belanda, maka dapat diuji melalui analisis kebahasaan. Dokumen 

akan diyakini keasliannya, ketika menggunakan struktur kalimat yang 

menggunakan bahasa Indonesia sebelum berlakunya Ejaan yang Disempurnakan 

(EYD). Usman menambahkan, penggunaan linguistik sebagai salah instrumen 

                                                           
63

 Usman, Metode, 96. 
64

 Sartono, “Metode”, 60. 
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menguji keaslian dokumen, dengan alasan ”bahasa akan mengalami perubahan 

dari masa ke masa, karena bahasa bagaikan makhluk hidup yang senantiasa 

tumbuh dan berkembang”.
65

 

Sedangkan kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas data atau 

menjawab pertanyaan, ”apakah data yang terdapat dalam dokumen-dokumen 

dapat dipercaya”.
66

 Dalam konteks penelitian ini, kritik intern dilakukan dengan 

cara menemukan kerangka referensi dalam lingkungan dan pada masa tertentu. 

Kerangka referensi menunjuk pada ”fakta yang mengatakan realitas sosial (sosio-

fakta) dan biasanya merupakan hal yang diketahui umum, sehingga sukar 

dirubah atau dipalsukan”.
67

 Dalam bentuk praksisnya, kritik intern dilakukan 

melalui pembandingan dokumen-dokumen kebijakan kelembagaan Islam dengan 

dokumen-dokumen lain yang menggambarkan konteks sosial, ekonomi, politik 

dan sosio-antropologis. Misalnya, dokumen tentang kebijakan tentang Ordonansi 

Guru atau Ordonansi Sekolah liar diperbandingkan dengan dokumen-dokumen 

yang menggambarkan tentang politik Kolonial Belanda terhadap Islam, 

pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda, dan seterusnya. 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa sejarah implementasi kebijakan. Analisa sejarah implementasi 

kebijakan merupakan salah satu varian dari bidang kajian evaluasi kebijakan 

                                                           
65

 Usman, Metode, 116. 
66

 Kuntowojoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogjakarta: Bentang Pustaka, 2005), 101. 
67

 Sartono, “Metode”, 61. 
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publik. Analisa kebijakan publik dapat dipahami sebagai ”sebuah disiplin ilmu 

sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk 

menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan 

sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah kebijakan”.
68

 

Dalam penelitian ini, model yang digunakan dalam menganalisis 

kebijakan kelembagaan pendidikan adalah, model retrospektif.
69

 Dengan 

penggunaan model tersebut, analisis diarahkan pada penelusuran mendalam 

terhadap akibat-akibat dan dampak-dampak yang muncul paska diberlakukannya 

kebijakan-kebijakan kelembagaan pendidikan Islam. Analisa ini juga dapat 

dinyatakan sebagai model analisis untuk menelusuri konsekuensi-konsekuensi 

yang diinginkan (intended consequences), yang tidak diinginkan (unintended 

consequences), atau kedua-duanya.
 
Secara operasional, analisis ini memiliki 

tahapan sebagai berikut:
 70

 

Pertama, melakukan analisis terhadap dampak kebijakan pada masalah-

masalah publik yang terkait dengan kelembagaan pendidikan Islam. Dalam 

konteks ini, analisis terfokus pada analisis terhadap tujuan-tujuan kebijakan yang 

telah dikeluarkan dalam bidang kelembagaan pendidikan Islam. Pada tahap 

selanjutnya, analisis diarahkan pada munculnya dampak-dampak pada orang-
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orang yang terlibat. Respon para tokoh-tokoh muslim, organesasi-organesasi 

Islam atau publik secara luas sebagai stakeholders yang diharapkan mendapatkan 

pengaruh dari adanya pemberlakuan kebijakan menjadi fokus analisisnya. 

Kedua, melakukan analisis kemungkinan-kemungkinan munculnya 

dampak kebijakan kelembagaan pendidikan Islam terhadap kelompok-kelompok 

diluar sasaran atau tujuan awal pemberlakuan kebijakan. Dalam bahasa lain, 

analisis diarahkan untuk menemukan ada atau tidaknya kemungkinan 

eksternalitas maupun dampak-dampak yang melimpah (externalities or spillover 

effects). Dengan analisis ini, pemberlakuan kebijakan kelembagaan pendidikan 

Islam dapat dimungkinkan menghasilkan eksternalitas yang positif bagi publik 

yang justru tidak menjadi kelompok sasaran (target group) secara langsung dari 

kebijakan tersebut. 

Ketiga, melakukan analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan 

munculnya dampak pada saat kebijakan sedang diberlakukan dan pada masa 

yang akan datang. Pemberlakuan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam, 

dalam konteks ini, memiliki kemungkinan menghasilkan dampak yang 

diinginkan, tidak diinginkan, atau bahkan eksternalitas  atau dampak yang 

melimpah bagi keberlanjutan pendidikan Islam maupun dunia pendidikan secara 

makro pada saat implementasi berlangsung maupun di masa selanjutnya di tanah 

air. 

Keempat, melakukan analisis biaya langsung (direct cost) yang 

dikeluarkan oleh Negara untuk mendukung program-program kebijakan. Selain 
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itu, analisis terhadap biaya langsung juga mencakup biaya-biaya langsung 

lainnya yang mungkin akan lebih sulit ditemukan atau dihitung. Misalnya, 

analisis untuk menemukan ada atau tidaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam atau para pihak yang terlibat didalam 

penyelenggaraan pembelajaran di lembaga-lembaga tersebut. Dan yang paling 

penting, analisis biaya langsung juga mencakup biaya-biaya lain dan bersifat 

immateral yang sulit dihitung atau bahkan tidak bisa dikalkulasi dengan materi 

yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun para pihak 

yang terlibat didalamnya. 

Kelima, melakukan analisis terhadap biaya tidak langsung akibat 

pemberlakuan kebijakan. Dalam tahapan ini, analisis diarahkan untuk menelusuri 

secara kritis kemungkinan-kemungkinan munculnya perspepsi publik terhadap 

lembaga-lembaga pendidikan Islam. Persepsi yang ditelusuri, misalnya, 

berkenaan dengan penilaian, kepuasan, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di tanah air. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama: Pendahuluan, yang berisi latar belakang mengenai kegelisahan 

akademik, berpijak dari fenomena praktek segregasi atau dualisme sistem 

pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Kegelisahan akademik 

dimaksud mengarah kepada munculnya permasalahan ilmiah, tujuan dan kegunaan 

penelitian. Selain itu, dibahas pula Hasil Penelitian Terdahulu, berisi kajian 
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penelitian terdahulu yang terkait dengan obyek penelitian untuk menunjukkan posisi 

teoritik (teoritical maping) dari penelitian ini. Metodologi Penelitian akan 

digambarkan secara spesifik untuk memberikan panduan atau hantaran yang 

mengarahkan penelitian secara logis dan sistematik.  

Bab Kedua: Politik Segregasi Dan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan 

Islam. Bab ini merupakan penjelasan tentang kerangka teori yang digunakan untuk 

mengkerangkai keseluruhan proses penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi; Segregasi dalam Pendidikan; Doktrin Separate but Equal; Mempertegas 

Kebijakan; dan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan. 

Bab Ketiga: Kebijakan-Kebijakan Segregatif Kelembagaan Pendidikan Islam 

yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda di tanah air. Dalam bab ini 

akan dibahas pokok-pokok bahasan sebagai berikut;  Berawal dari Pembentukan 

Departemen Pendidikan, Agama dan Industri (Departement vaan Onderwijs en 

Eeredienst); dan Kantor Urusan Bumiputra (Kantoor voor Inlandsche Zaken).  

Bab Keempat: Dampak Kebijakan Segregatif Kelembagaan Pendidikan 

Islam. Dalam bab ini hendak dibahas secara mendalam tentang; Pelapisan 

Kelembagaan Pendidikan Islam, dan Kebijakan Subsidi; Politik Etis, Subsidi 

Pendidikan dan Pelapisan Lembaga Pendidikan Islam; Anggaran Pendidikan, 

Distribusi Subsidi, dan Diskriminasi. 

Bab Kelima: Penutup. Dalam pembahasan terakhir ini akan digambarkan 

tentang; Kesimpulan, Implikasi Teoritik; dan Penutup. 


